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KEPUTUSAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGIINA BARANG
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 188.4/010/DKISP/2023

TENTANG

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PADA DINAS
KOMUNIKAST INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
TAIIUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN,

Mcnimbang :©  a. bahwa dala rangka meningkatkan cfisicnsi, efcktifitas, transparan dan
akuntabilitas penyclenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dalam
bidang pelayanan komunikasi dan informatika, maka perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur pelayanan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik
Dan Persandian Kabupaten Nunukan;

. bLahwa berdasarkan pertimabangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a, maka
perlu ditctapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomaor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962 ) sebagaimana
telah diubah Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan  Atas
Undang-ndang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3962):

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lL.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4286),

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ;

4, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
(Jndang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),

5, Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kcuangan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 ‘I'ahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Tembusan:

3.

10.

tl:

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara
/ Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20078 Nomor 83,
TAmbahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Dacrah  (Lembaran  Ncgara/Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Dacrah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan TAhun 2008 Nomor 11 Seri D
Nomor 03) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KAbupaten Nunukan Nomor 11
Tahun 2008 (Lembaran Dacrah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 08 Seri
D Nomor 08):

Peraturan Dacrah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan (1.embaran Dacrah Kabupaten Nunukan
Tahun 2009 Nomor 4 Scet A Nomor 4);

Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

: Standar Operasional Prosedur pelayanan pada Dinas Komunikasi Informatika

Statistik Dan Persandian Kabupaten Nunukan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penctapannya akan diadakan perbaikan scbagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 02 Januari 2023
_PENGGUNA ANGGARAN,

\T HARUDDIN SS

‘ﬁnh)ﬂtama Muda, IV/c
\Nﬂ?’ 19690401 200312 1 006

1. Bupati Nunukan (sebagai laporan);

© oW

Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan;
Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan;
Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan;
Bendahara Diskominfotik Kabupaten Nunukan;



Organisasi Perangkat Daerah

5. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,

Statisitik dan Persandian Kabupaten Nunukan

6. Peraturan Bupati Nunukan No. 5 Tahun 2022 tentang Sistem Publikasi Pembangunan Daerah

Secara Terpadu dan Terintegrasi

Nomor SOP 032.SOP/DKISP-Ii
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2023
Tanggal Revisi
M Tanggal Pengesahan
PEMERINTAH KABU PATEN NUNUKAN Pengesahan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Nunukan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KAHARUDDIN. SS
Pembina Tingkat | IV/b
NIP. 19690401 200312 1 006
Nama SOP Peliputan Berita
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 1. Pendidikan SLTA/Diploma/Srata
2. Undang-Undzang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Perzturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan 3. Mampu berkomunikasi
Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/I11/2006 tentang Kode Etik Jurnalisitik 4. Memahami jurnalisitk dan Etika Jurnalisitk
sebagai Peraturan Dewan Pers 5. Cermat dan teliti
4. Perdz Kzbupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan 6. Berprilaku sopan dan ramah

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Operztor Web dan Sosial Media

Kamera

Komputer/Laptop

Jaringan Internet

Alat perekam suara
Kendaraan Dinas Operasional
Buku Agenda

Handphone

CHRC IR T

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP tidak berjalan maka informasi tidzak terpublish dengan baik dan tidak
uptodate

Buku Agenda dan Handphone




FLOWCHART
LAYANAN INFO GRAFIS

OPD/ORMAS menyampaikan surat Surat Via email, Wa
permintaan publikasi info grafis disertai flyer
Kadis Diskominfo
Petugas layanan menerima surat 5 menit | Surat
dan meneruskan ke Kadis
|
Kadis menelaah surat permintaan tida \ 10 Disposisi {
publikasi untuk diterima atau Cainills Handphone / menit
ditolak ya Komputer
| Kabid menerima disposisi dan Handphone/ | 5menit | Disposisi

menugaskan operator untuk Komputer
dipublish
Operator mempublish info grafis Handphone/ 30 Flyer Videotron,

"i | Komputer menit medsos & WAG |

Diskominfo




Nomor SOP 035.S0OP/DKISP-II

Tanggal Pembuatan 02 Januari 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

P E M ER l NTAH KAB U PATE N N U N U KAN Pengesahan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
abupaten Nunykan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KAHARUBDIN. SS
Pembina Tingkat | IV/b
NIP. 19690401 200312 1 006
Nama SOP Operator Web dan Media Sosial

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Perdz Kzbupzaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan

2. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan
3. Perzturan Bupzati Nunukan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Statisitik dan Perszndian Kabupaten Nunukan
4. Peraturan Bupzti Nunukan No. 5 Tahun 2022 tentang Sistem Publikasi Pembangunan Daerah

Secarz Terpadu dan Terintegrasi

1. Pendidikan SLTA/Diploma/Srata

2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Cermat dan teliti

4, Berprilaku sopan dan ramah

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Peliputan Beritz
2. SOP Peliputan Video
3. SOP Desain Grafis

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan




FLOWCHART
LAYANAN LIPUTAN BERITA DAN VIDEO

OPD/ORMAS menyampaikan surat Surat Melalui email |

permintaan peliputan kegiatan ke dan Wa ‘

Kadis Diskominfo

Petugas layanan menerima surat dan 5 menit | Surat

meneruskan ke Kadis

Kadis menelazh surat permintaan tida 10 Disposisi

peliputan untuk diterima atau Iy, \ Handphone / menit

ditolak ya Komputer

Kabid menerima disposisi dan Handphone / 5 menit | Surat

menugaskan staf peliput Komputer Tugas ‘
|

Petugas peliput melaksanakan Kamera, 30 Berita& | Portal Simp4tik, |

peliputan Handphone, menit | Video Web site & '

Voice recorder Medsos




Nomor SOP 034.SOP/DKISP-II
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
PE M E RI NT AH KABUP ATE N N U N U KAN Pengesahan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Nunukan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KAHARUPDIN. SS
Pembina Tingkat | IV/b
NIP. 19690401 200312 1 006
Nama SOP Pemakaian Videotron
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Dzerzh Kabupzaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang 1. Pendidikan SLTA/Diploma/Srata
Pembentukzan Organiszsi Perangkat Daerzh 2. Mampu mengoperasikan komputer
5. Peraturan Bupati Nunukan Nomor S0 Tzhun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 3. Berprilaku sopan dan ramah
Organisasi, Tugas dan Fungsi sertz Tzta Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Statisitik dan Persandian Kzbupzaten Nunukan
6. Perzturan Bupzti Nunukan No. S Tzhun 2022 tentang Sistem Publikasi Pembangunan Daerah
Secara Terpadu dan Terintegrasi
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Peliputzn Beritz 1. Komputer/Laptop
2. SOP Peliputan Video 2. Jaringan Internet
3. SOP Deszin Grafis
Peringatan Pencatatan dan Pendataan




FLOWCHART
LAYANAN VIDEOTRON

1 | OPD, ORMAS, Instani Vertikal dan Surat Via email, Wa
Pelaku Usaha menyampaikan surat ' _Jl: disertai video,

i | permintaan pemakaian videotron flyer

| | Kadis Diskominfo

2 | Petugas layanan menerima surat 5menit | Surat
| dan meneruskan ke Kadis

3 | Kadis menelaah surat dan 5 Menit | Disposisi
§ | memerintahkan kabid untuk ‘ Handphone /
‘ ‘ ditindaklanjuti sesuai Perda tidak Komputer

4 ; Kabid menerima disposisi dan /\ Handphone/ |30 STR Video/flyer
| menghitung biaya retribusi Komputer menit dinaikkan
| pemakaian videotron \4 setelah

5 | Operator menayangkan di video Handphone/ 5 menit | Flyer
| | tron Komputer




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Nupukan

KAHARUDDIN. SS
Pembina Tingkat | IV/b
NIP. 19690401 200312 1 006

Nomor SOP 033.S0P/DKISP-II
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2023
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Pengesahan

Nama SOP Desain Grafis

Kualifikasi Pelaksana

Dasar Hukum
1. Peraturan Daerzh Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Pembentukan Orgzanisasi Perangkat Daerah
2. Peraturzan Bupati Nunukan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Statisitik dan Persandian Kabupaten Nunukan
3. Peraturan Bupati Nunukan No. 5 Tahun 2022 tentang Sistem Publikasi Pembangunan Daerah

Secara Terpadu dzn Terintegrasi

1. Pendidikan SLTA/Diploma/Srata

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu menggunakan aplikasi design grafis
4. Cermat dan teliti

5. Berprilaku sopan dan ramah

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan




FLOWCHART
LAYANAN PODCAST

1 | OPD/ORMAS/INSTANSI Surat Melalui email

menyampaikan surat permintaan l = dan Wa
Podcast ke Kadis Diskominfo
I 2 | Petugas layanan menerima surat dan 5 menit | Surat
*' meneruskan ke Kadis
| 3 | Kadis menelaah surat permintaan tida 10 Disposisi
peliputan untuk diterima atau > Handphone/ | menit
ditolak ya Komputer
4 | Kabid menerima disposisi dan Handphone/ | 5menit | Surat
menugaskan tim Podcast Komputer Tugas
5 | Tim Podcast menyiapkan bahan dan Kamera, 30 Konten Portal Simp4tik,
kelengkapan podcast =|‘ l Handphone, menit Video Web site &
J video recorder Podcast Medsos ,




Organisasi Perangkat Dzerzh
S. Peraturan Bupzti Nunukan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dzn Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Statisitik dzan Perszndizn Kzbupaten Nunukan
6. Peraturzn Bupzti Nunukzn No. 5 Tahun 2022 tentang Sistem Publikasi Pembangunan Daerah

Secara Terpadu dzn Terintegrasi

Nomor SOP 021 .cop /DKISP - I
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN Pengesahan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Nunukan
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KAHARUDDIN TOKKONG. SS
Pembina Tingkat 1 IV/b
NIP. 19690401 200312 1 006
Nama SOP Peliputan Video
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undzang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 1. Pendidikan SLTA/Diploma/Srata

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Perzaturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan 3. Mampu membuat dan mengedit video

Keputuszn Dewzn Pers Nomor 03/SK-DP/I11/2006 tentang Kode Etik Jurnalisitik 4. Mampu berkomunikasi
sebagai Perzturan Dewan Pers 5. Memahami jurnalisitk dan Etika Jurnalisitk
4. Perda Kabupzaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan 6. Cermat dan teliti
7. Berprilaku sopan dan ramah

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Operator Web dzn Mediz Sosial

O ) op R e

Kamera/alat perekam video
Komputer/Laptop

Jaringan Internet

Kendaraan Dinas Operasional
Buku Agenda

Handphone

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

terhambat

SOP Publikasi Video tidak berjalan baik maka informasi berita video

Buku Agenda dan Handphone




FLOWCHART
PELIPUTAN VIDEO

Memberikan arahan dan/atau Agenda
perintah peliputan kepada petugas i I 15 Surat Bupati/Wakil
peliput Menit Tugas Bupati dan surat
masuk
Petugas melaksanakan peliputan Kamera Video Video | Situasional
video 1Jam Liputan
Proses produksi dan editing video Draf Situasional
N Laptop / 3Jam Video
tida Komputer
Revisi draf video Handphone / 10 Video
=\ Komputer Menit
Desiminasi video melalui media sosial ya Laptop / 30
l ;: Komputer / Menit Video

Handphone




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Nomor SOP 033. o0/ Diiep - I

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Pengesahan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
abupaten Nunukan

KAHARUDDIN JJOKKONG. SS
Pembina Tingkat | IV/b
NIP. 19690401 200312 1 006

Nama SOP Desain Grafis

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Perzturan Dzerzh Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
2. Perzturan Bupzti Nunukan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Statisitik dan Persandian Kabupaten Nunukan
3. Perzturan Bupzti Nunukan No. 5 Tahun 2022 tentang Sistem Publikasi Pembangunan Daerah
Secarz Terpadu dan Terintegrasi .

1. Pendidikan SLTA/Diploma/Srata

Mampu mengoperasikan komputer
Mampu menggunakan aplikasi design grafis
Cermat dan teliti

Berprilaku sopan dan ramah

Vi L

Keterkzitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan




FLOWCHART
DESAIN GRAFIS

| Memberikan arahzn dan/atau

Agenda Bupati/Wakil

| perintzh pembuatan desain grafis { | 15 Surat Bupati, Kelender Hari
Menit Tugas | Besar Nasional dan
1 surat masuk
i Petugas melaksanakan desain grafis Laptop / Draf
{ i Komputer 3Jam Desain
; ; Grafis
| 3 | Memeriksa draf desain grafis Laptop / Draf
] 1 *7 Komputer / 10 Desain
} tida Handphone Menit | Grafis
{ Mengembzlikan z2tzu meneruskan Laptop / 10 Desain
| draf desain grafis ;/> Komputer / Menit | Grafis
‘ i \ Handphone
' | Desiminasi desain grafis melalui ya Laptop / Desain
| mediz sosial ' I[v‘ Komputer / 5 Menit | Grafis ,
, Handphone |
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STATISTIK DAN PERSANDIAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

Nomor SOP 03z .cop /D«igp -1
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
,g:ﬁ;:g. Tanggal Pengesahan
2 PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN Pengesahan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Nunukan

KAHARUDDIN TQKKONG. SS
Pembina Tingkat | IV/b
NIP. 19690401 200312 1 006

Nama SOP Peliputan Berita

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

v

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Perzturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan
Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/I11/2006 tentang Kode Etik Jurnalisitik
sebagai Peraturan Dewan Pers

. Perdz Kzbupzaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan

Orgznisasi Perangkat Daerah

. Perzturan Bupati Nunukan Nomor 50 Tzhun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Stztisitik dan Persandian Kabupaten Nunukan

. Perzturan Bupati Nunukan No. 5 Tzhun 2022 tentang Sistem Publikasi Pembangunan Daerah

Seczrz Terpadu dan Terintegrasi

Pendidikan SLTA/Diploma/Srata

Mampu mengoperasikan komputer
Mampu berkomunikasi

Memahami jurnalisitk dan Etika Jurnalisitk
Cermat dan teliti

Berprilaku sopan dan ramah

o) UL B 0T N

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Operator Web dan Sosial Media

Kamera

Komputer/Laptop

Jaringan Internet

. Alat perekam suara

. Kendaraan Dinas Operasional
. Buku Agenda

Handphone

N R N

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP tidak berjalan maka informasi tidak terpublish dengan baik dan tidak
uptodate

Buku Agenda dan Handphone

S —



FLOWCHART
PELIPUTAN BERITA

. Memberikan arahan dan/atau Agenda
| perintzh peliputan kepada petugas i I 15 Surat Bupati/Wakil
| peliput Menit Tugas Bupati dan surat
masuk
| 2 | Petugas melaksanakan peliputan Kamera, Hasil Situasional
‘ acara Handphone, 1Jam Liputan /
| Voice recorder Berita
3 | Mengedit draf berita dari petugas Hasil
peliput Handphone / 20 Liputan /
tidak Komputer Menit Berita
| 4 | Koreksi terhadap konsep berita Handphone / Hasil
=\> Komputer 5 Menit | Liputan/
, Berita
| 5 | Desiminasi berita melalui web dan ya Handphone / Hasil
| isasis tosiat G Komputer 5 Menit | Liputan/
| Berita




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Nomor SOP 024 . 0P /ORIEP -1l

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Pengesahan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabugaten Nunukan

Pembina Tifgkat | IV/b
NIP. 19690401 200312 1 006

Nama SOP Pemakaian Videotron

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Daerzh Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
S. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Statisitik dan Perszandizn Kabupaten Nunukan
6. Peraturan Bupzati Nunukan No. 5 Tahun 2022 tentang Sistem Publikasi Pembangunan Daerah
Secara Terpadu dan Terintegrasi

1. Pendidikan SLTA/Diploma/Srata
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Berprilaku sopan dan ramah

Keterkzaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Peliputan Beritz
2. SOP Peliputan Video
3. SOP Deszin Grafis

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan




FLOWCHART
PEMAKAIAN VIDEOTRON

| Menerima pelaku usahg,

Surat masuk,

Konten berukuran

ormas/agama dan instansi yang disposisi 5 Menit disposisi 1920 x 1080 pixel
zkan menggunakan videotron
Menghitung biaya pemakaian Laptop / Biaya Biaya dikenakan
videotron Komputer 10 pemakaian | bagi konten yang
menit videotron | sifatnya komersil
Membuat resi pembayaran Laptop /
pemazkaian videotron Komputer / 10 Resi
Handphone Menit | pembayaran
| Konten dinaikkan di videotron
l }f‘ Videotron 2 Jam Konten




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Nomor SOP 025 0P / OKISp - 1L

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Pengesahan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

abupaten Nunukan

KAHARUDDIN TOKKONG. SS
Pembina Tingkat 1 IV/b
NIP. 19690401 200312 1 006

Nama SOP Operator Web dan Media Sosial

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Perdz Kzbupzaten Nunukan Nomor 10 Tzhun 2021 tentang Pembentukan

2. Orgznisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan

3. Perzturan Bupati Nunukan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Orgznisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Stztisitik dan Persandian Kabupaten Nunukan

4. Perzturzn Bupzati Nunukan No. 5 Tahun 2022 tentang Sistem Publikasi Pembangunan Daerah
Secarz Terpzdu dan Terintegrasi

Pendidikan SLTA/Diploma/Srata
Mampu mengoperasikan komputer
Cermat dan teliti

Berprilaku sopan dan ramah

= W

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Peliputan Berita
. SOP Peliputan Video
3. SOP Deszin Grafis

N

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan




1 | Menerima berita, video dan

l desain grafis yang akan di upload
|

FLOWCHART
OPERATOR WEB DAN MEDSOS

Berita,
Konten

Berita, video dan
desain grafis

B i Memilah berita/konten untuk 3 Laptop / Berita,
dinaikkan web dan dimedia sosial Komputer 5 menit | Konten

3 | Menaikkan berita/konten di web Laptop /
| dan medsos Komputer / 30 Berita,
Handphone Menit Konten




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

No. SOP : 030.SOP/DKISP-III

Tanggal Pembuatan : 10 JANUARI 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala Dinas

Kaharuddih, SS
NIP. 19690401 200312 1 006

BIDANG INFORMATIKA

NAMA SOP LAYANAN BAGI PAKAI DATA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perbup No. 33 Tzhun 2020 tentang SPBE

1. Pendidikan Minimal S-1
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerjanya

KETERKAITAN

PERALATAN

1. Standar Operasional Prosedur Layanan Penyusunan
Rencana Kegiatan Dinas

2. Standar Operasional Prosedur Data Layanan Penyusunan
Kegiatan Dinas

1. Komputer/ Laptop
2. ATK

3. Cap Dinas

4. Sisumaker

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pengadaan, Pembangunan, Pemasangan Aplikasi atau Sistem
informasi yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang
dianjurkan Diskominfo akan menghambat proses Jaringan
Lzn/Wan

Buku Agenda/ Inventarisasi Barang




Pelaksana

Mutu Bak
Diskominfo o
No Uraian Kegiatan OPD el Kepala Pranata Komputer Ketera
PEMOHON a Bidang /TIMIT Kelengkapan | Waktu Output
Dinas : ngan
Informatika
= § 2 3 4 5 6 7 8 9 10
! M'embua.t Permohonan - Tanits Teriing
| permintaan izin secara tertulis Surat 5
1 : 2 2 o Mu!ai " Surat
| ke kepala Diskominfo berikut Permohonan | Menit i i
f elemen data yang di butuhkan B
|
-
| Memberikan Izin pemanfaatan -
2 data kepada OPD Pemohon Surat Menit Surat Balasan
i yang mengajukan izin
|
|
: Memberikan pengantar Surat
3 | undangan rapat perumusan 1 Hari Undangan
‘ perjanjian Kerjasama rapat
f Penyusunan dan perumusan
1
: Bahan Kon
4 ' Kerjasama antara OPD Pa a:an 4 Jam in:)e Sr:':i
j ' pemohon dan diskominfo B 8
3 ; Draft
| umusa
: } Konsultasi, pembahasan dan Draft S .m th "
* : : e g i h perjanjian
| 5 | pengoreksian perjanjian kerja perjanjian 1 Hari y
t ] . Kerja Sama
, i sama kerja sama




| 6 Penzndatanganan perjanjian

Surat

i 10 Perjanjian
l Kerja sama e s Menit | Kerjasama
| Kerja Sama
' : Mempersiapkan API
| . (Application Programming Komputer "
| { Pl Dat
‘/[@3 Interface ) Data yang di Server e el
i | butuhkan
B
|
’ l d : Petunjuk
} | Penyusunan petunjuk teknis :
v 8 E SR e Komputer 4 Jam Teknis
| 1 "
E
{ Pengajuan User ID - User ID
i Development SRy 4320 Development
! v Berita Acara
\/l 10 Tzhapan Uji coba integrasi - Browser Tentatif Hng"
' Integrasi
: ) User ID
| 11 | Pengajuan User ID Production - Browser 1Jam Deve?:;me ot
Evaluasi € Bulan Hasil
¥l 12 Monitoring dan Evzluasi - Terhadap Sekali Monitoring
Integrasi dan Evaluasi

ik




Keterangan

: Mulai Dan Selesai " : Alur Satu Arah

: Prases : Pergantian Halaman

: Proses Pertimbangan Atasan




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

No. SOP : 029.SOP/DKISP-III

Tanggal Pembuatan : 11 JANUARI 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala Dinas

Kaharuddin, SS
NIP. 19690401 200312 1 006

BIDANG INFORMATIKA

NAMA sOP LAYANAN PUSAT DATA

i
|

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perbup No. 33 Tahun 2020 tentang SPBE

1. Pendidikan Minimal-1
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerjanya

KETERKAITAN

PERALATAN

1. Standar Operasional Prosedur Layanan Penyusunan

1. Komputer/ Laptop

Rencana Kegiatan Dinas 2. ATK
2. Standar Operasional Prosedur Data Layanan Penyusunan 3. Cap Dinas
Kegiatan Dinas 4. Sisumaker
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pengadzan, Pembangunan, Pemasangan Aplikasi atau Sistem
Informasi yang tidzk sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang
diznjurkan Diskominfo akan menghambat proses Jaringan

_Lan/Wan

Buku Agenda/ Inventarisasi Barang




Pelaksana

B
i | Diskominfo GG
No | Uraian Kegiatan OPD Kepala Pranata Komputer
i Ket
|| PEMOHON ';2': Bidang /TIMIT Kelengkapan | Waktu |  Output : e;a
| Informatika s
ER 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| {
‘ M.embua.t Permohonan : BadaTeilta
1 permintaan izin secara tertulis | . Surat 5 Surat
ke kepala Diskominfo berikut é ; Permohonan | Menit Piainaliarian
elemen data yang di butuhkan ‘
|
{ v
| Memberikan Izin pemanfaatan 5
2 | data kepada OPD Pemohan - Surat .. | Surat Balasan
: . Ei Menit
1 yang mengajukan izin | '
|
| |
Memberikan pengantar * Surat
3 undangan rapat perumusan 1 Hari Undangan
perjanjian Kerjasama rapat
, , T
| Penyusunan dan perumusan |
4 Kerjasama antara OPD P:a:::n 4 Jam i:::sreaspi
. pemohon dan diskominfo : p g
| |
| ‘ ] Draft
; : ‘ erumusan
| Konsultasi, pembahasan dan ‘ Draft pperjanj'a s
: . . .o o - - . . 1 H . g
: 3 pengoreksian perjanjian kerja pelrjanjlan e Kerja Sama
| sama 1 kerja sama
|

b~ -




i T Penandatanganan perjanjian | g 10 Perjanjian
6 | Keri : Perjanjian : :
i erja sama i 5 Menit Kerja sama
' | ! Kerja Sama
‘f ‘ Mempersiapkan API :
] e
(Application Programming Komputer >
t 7 ——
| Interface ) Data yang di ! Server St AR
butuhkan |
i 3 Petunjuk
Penyusunan petunjuk teknis | :
8 i OPD posnalion : Komputer 4 Jam Teknis
| |
5 i 4
f
g | Pengajuan User ID - i % Jamh User ID
s Development Development
i
v Berita Acara
10 Tehapan Uji coba integrasi | - Browser Tentatif H?::Ib:”
E Integrasi
y 7 User ID
11 | Pengajuan User ID Production Browser 1Jam
‘ ! Development
1 .
|
|
?
Evaluasi Hasil
‘ el g 6 Bulan s
12 Monitoring dan Evaluasi Terhadap : Monitoring
{ . j Sekali d
Integrasi dan Evaluasi




Keterangan

- : Mulai Dan Selesai - : Alur Satu Arah
- : Proses : Pergantian Halaman

: Proses Pertimbangan Atasan




No. SOP : 028.SOP/DKISP-1II

Tanggal Pembuatan : 10 JANUARI 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

PERSANDIAN NIP. 19690401 200312 1 006
BIDANG INFORMATIKA NAMA SOP LAYANAN PEMBANGUNAN SISTEM/APLIKASI
| DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perbup No. 33 Tahun 2020 tentang SPBE 1. Pendidikan Minimal S-1
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerjanya
KETERKAITAN PERALATAN
1. Standar Operasional Prosedur Layanan Penyusunan 1. Komputer/ Laptop
| Rencana Kegiatan Dinas 2. ATK
] 2. Standar Operasional Prosedur Data Layanan Penyusunan 3. Cap Dinas
‘ Kegiatan Dinas 4. Sisumaker
| PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
| Pengadaan, Pembangunan, Pemasangan Aplikasi atau Sistem Buku Agenda/ Inventarisasi Barang

' Informasi yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang
! diznjurkan Diskominfo akan menghambat proses Jaringan
. Len/Wan




Sstem /2plizs

{ Pelaksana
‘ | g Diskominfo e
| No | Uraian Kegiatan ;nf OPD _— Kepala Pranata Komputer Ketera
‘ : PEMOHGN Dipn:s Bidang /TIMIT Kefengkapan | Waktu Output i
§ Informatika g2
1 2 § 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengzjuan Usulan/permohonan | R 5 Tanda Terima
3 Pembuatan Sistem /Aplikasi ke ,‘ P urha Menit Surat
DISKOMINFOTIK ermohonan | WIeN® | pormohonan
Mendisposisi Permohonan | +
- Pembua‘mn S ey SRS . i 10 Lembaran
2 kepzda Kepzlz Bldang i Disposisi Menit Disposisi
Informatiks untuk proses § g
ssianjutny=s , |
1 | v
'; f ‘ Surat
Kep=i= Bideng Informatika | L - Undangan
g mengundang pemohon g 1 Hari rapat
= memapari=n Usulan | pembahasan
pembuztan aplikasi ' ‘ pembuatan
i ! aplikasi l
" ORI v i %
Semzparen Usulen Pembustzn | , -
2 Sisem Apfkesi oleh Pemohon | 1 SR, S, | B 1Jam gl
iS55 . i | | Paparen Aplikasi
Kepadz Bidang Informstikae | ?
fzpz'z Sczng Informatia i 2 i
menentuken =rget schedule | - | Peminstan
5 oy g T Hari likasi
(Development & User ' A Xy P
2 =nce Test) Apliesi AR
Acceptance Test) Apl | i T' o
Melzioden Perumusan Struktur |
! 1 ta Struktu e
& D=tz & Alur (2lgoritma) ‘ ! . DaAplikasi T 1kem | Awr Aplkasi |




Target

3 Nealzkukan Perancangan User Text Editor Bidang l::)ﬁkas:
Interface Programming | Inform .
' atika |
| (RS (N ; Target
s ‘Pembargunsn st!eml Aplltasn Text Edt(?l’ Bidang Aplikasi Utuh ’
. (Prosss Koding Sistem/Aplikasi) Programming | Inform {
atika i
! = i
2 1
Prasantasi rencangsn 1 Alur
s Sistem/Aplikssi yang telsh I i el - P;.;tl?m’ ' 1Jam Penggunaan ,
dibangun h Aplikasi .
| \ | |
| i !
v : i '
0OFD Pamohon Malzskukan User ‘ | Evaluasi
10 Acceptancs Test terhadap - 11 P::I?l: :ie Mi 3 Terhadap I
=plikasi yang telzh di bangun | s Aplikasi !
: | |
{ | _
! i
Hasil User Acceptance test, Belum ' ; Evaluasi Benta e !
* ¥ | [ 3 Hasil User
11 Apakzh sudzh sesuzi - : Terhadap 1 Hari HecogRiios
k=butuhan? ? ; Aplikasi Test !
B | |
_ Sudsh e | Video
., Pembustan Video Tuw (Vl') Y ? | Ap has, | 5 Penggunaan | ?
penggunzan Sistem/Aplikasi ‘ Narasi Alur Aokl g
|

Aplikasi




Protoype

13 | Implementasi Aplikasi Aplikasi 3 Hari Aplikasi
: vieo ek
' 14 | Sosialisasi / Bimtek Aplikasi Penggunaan | 7 Hari
‘ s & Daftar
Aplikasi Hadir

15 |

Selesai

Keterangan

: Mulai Dan Selesai

: Proses Pertimbangan Atasan

: Alur Satu Arah

: Pergantian Halaman




Nomor Standar Operasional Prosedur

. €20 ©p /bRIsp -V

Tanggzl Pembuatan

Tanggel Revisi

: 08 September 2022

Tanggel efektif

Diszhkan oleh

: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. NUNUKAN

Nip. 19690401 200312 1 006

Bidang Stztistik dan Persandian Nama Standa- Operasional Prosedur : Layanan Penerimaan Berita/ Radiogram
No | Dasar Hukum : Na Kualifikasi Pelaksanaan :
i f‘-’: € Tzhun 2008 tentang pedo nizn evaluasi penyelenggara Pemerintah Dasrak 1 |[Kepela SeksiPersandian
2 ]Ke:;::usz*. Menteri Calam Negzri Nomor 34 Tzhun 2031 tentang Pengamanan Berita Rahasia Melalui Proses 2 |Petugas Sandi/ Sandiman
l'»‘e'sz—':"’z— 3 |Pejabat fungsional yang berpendidikan minimal D3

Kamunikasi/Pzrsandian

Keterkaitan : No |Peralatan / Perlengkapan :
Standzr Operesionz! Prosedur Layanan Penerimaan Berita / Radicgram Instansi lzin. 1 |Kemputer

2 |KT/RIG

3 |Fexmile

4 |ATK

5 |Disposisi

6 |Filing Kabinet
Peringzten : Pencatatan dan Pendataan :

proses pengiriman dzn penerimzzn beritz / rediogram

Perzlztzn Komunikzsi padz seksi persandian harus dalam kondisi bzik dan terpelihara sehingga tidak menghambat

Buku Aganda penerimaan berita / radogram




e

w

(2dz no registrasi &
tzndztzngan Pimpinan)

Memeriksz/menelitidan
memberi klasifikasi
beritz/redicgram dzn
memisahkan sesuzi

kizsif kazinyz (basafrahasia)

Berizz/Radiogram/kode
masuk yzng telzh dipiszhkan
diproses sesuzi klizsifikasingz

Mengzgendzkzan
beritz/rzdicgram masuk dzn
membzeri nomor registrasi

Diba:az, diczk tanggal pelaksanaannya
dzn dikirim sesuai klas fikasi
berita/radiogram (biasa/rahasia)

Berita/radiogram biasz dikirim keruang
plain

Berita/radiogram rahasia dikirim
keruang sandi

Beritz/radiogram biasa dibukukan
dzlam agenda surat masuk diruang
plain

Beritza/radiogram rahasia dibukukan
delam agenda surat masuk diruang
sandi

10 menit/surat

2 menit/surat

5 menit/surat

[=%

Pe'aksana Mutu Baku
No Uraian K {
n Kegiatan Sandiman Petugas Sandi O:ea:;or | Adl:::;:rsa E Cl(at:rai;/a No |Persyaratan / Kelengkapan Waktu No Output
1 Surat Masuk dari instansi pemerintah 5 menit/surat | 1 |Surat yang sudah lengkap diteruskan
Menerima berita/rzdiogram . - atauswasta. Surat yarg diterima di cek kepejabat struktural/kepala seksi dan
Di Ruang Plan: ; kelengkapzrnya, diantaranya : 1 dibubuhi register
Menerima beritafradiog ram ‘ Nomor Surat 2. 2 |Surat yang tidak jelas/tidak lengkaa
(2dz no registrasi & ‘ Tznda tangan 3. dimintzkan kembali kepada pengirim
tzndztzngan Pimpinan) ‘ Stemrpel 4. untuk dilengkapi
Di Ruang Szndi : 1 Lampiran jika ada
Menerima beritz/radiog ran 5. Kejelasannya

Diberi zeklis sesuai «lasifikasi dan
derajat kecepatan
Diberi paraf

Beritasradiogram diterima oleh :
Petugas Plain untuk berita biasa
Sandiman untuk be‘ta rahasia

Berita/radiogram

dibukukan dalam agenda

a. Diberi nomor register dan paraf
b. Lembar disposisi




Melakukzn proses
pengiriman berita/fradiogram
sesuai alamat tujuan

Melaksanakan pengarsipan
beritz/ radiogram keluar

Surat/berita/radiogram biasa dikirim
melalui caraka

Berita sandi dikirim melalui caraka
dalam amplop tertutup

Berita yang sudah disampaikan ke user
dan dibubuhi tanda bukt penerimaan
disimpzn

5 meait - 1 jam

S menit/surat

N

Berita dikirim sesuai alamat tujuzn
Tanda Bukti Pengiriman

Dibubuhi nama, tanggal dar wakw
penerimaan

Berita Biasa diarsipkan dalam file
kabinet diruang plain

Berita Rahasia diarsipkan dalam file
kabinet diruang sandi




Nomor SOP | Be6/———/DKISV/2022 CIc S0P /OKIp -1V
Tanggal Pembuatan_|: 08 September 2022
Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif

Disahkan oleh : KEPALA DINAS KOMUNI

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Nip. 19690401
JI P.Antasari RT. 15 No. 88 A Kel. Nunukan Tengah, Nunukan — 77482
Email : diskominfo.kabnunukan@gmaill.com Judul SOP : PENDAFTARAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
;Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Mamahami peraturan tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
2. Memahami teknis pendaftaran sertifikat eletronik

3. D3/51 Komputer

4. 51 Hukum

1. UU 11 Tzhun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
{z PP No 71 Tzhun 2018 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
|3. Pepres No. 85 Tzhun 2018 tentang sistem pemer ntahan berbas’s elektronik

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Surat rekomendasi penerbitan sertifikat eletronik
! 2. Scan KTP pemohon

| SOP Pencabutan sertifikat e'ektronik 3. Email pribadi kedinasan (.go.id) yang aktif

4. Alat tulis kantor

5. Jaringan internet

|
|
|
+
{
!

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Alamat emzil pribad kedinzsan (.go.id) yang disebutkan dalam surat rekomendasi

i ifi ik akan il ya if di i i A : g
penertitan sertiikat elebinonis mescp omali yang sktif diksrenaken untuk veriikasi Disimpan sebagai data parmohonan penerbitan sertifikat elektronik surat rekomendasi sertifikat

proses lebih lanjut ; z < "
lektronik,dan data pegawai t lektronik
2. Ketidaksesuaian antarz datz pada surat rekomendasi KTP akan menyebabkan ditolaknya P REGVA PR sty nbepshiics saniin Srarnn

penerbitan sertifikat elektronik pada saat verifikasi oleh BSrE




PENDAFTARAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

] Pelaksana Mutu Buku
Kepala Bidang
NO Kegiatan I
egl Pemohon '::::: Statistik Sektoral| Sandiman Verifikator Kelengkapan Waktu Output Keterangan
dan Persandian
Pemohon mengajukan surat B E O
permohonan pendaftaran ‘ ’ s (1) Surat permohonan . tZlah didinosisi
sertifikzt elektronik dan i (2) Berkas azrsyaratan penerbitan & : c
! 5 .. |Kepala Dinas
1 membawa berkas persyaratan | sertifikat elektronik {3) 10 menit R
. il i WER R e Komunikasi,
ke Dinas Komunikasi, | Memiliki email pribadi kedinasan ; e
Informatika, Statistik dan ‘ (.go.id) yang aktif pfemieen SN
S § l AR e dan Persandian
|
‘ atisti L T | [ S
o o S| e pemtare
disposisi dan meneruskan G :' : (2) Berkas persyaratan penerbitan ! vangtela?h d'd'smf'sf
2 | g ... .| 10 menit |«epala bidang Statistik
pemochonzn pendaftaran ; serti‘ikat elektronik (3) Memiliki
B e R . i Sektoral dan
|sertifikat elektronik ke email pribadi kedinasan {.go.id) R
{Sandiman yang zktif
i A e | Kepala Dinas
Sa;f:‘na.nbmila — . ‘ Suratrekomendasi  |Komunikasi,
verifikasi berkas permohonan i
g permohonan Informatika,
dan r:;nerusk:;i:tverrﬁkator I (1) Surat permohonan penerbitan sertifikat |Statistik dan
plen; It.akn > . i (2) Berkas persyaratan penerbitan elektronik yang Persandian acalih
3 . t:oi“_ I :rokses e ? sertifikat elektronik (3) 15 menit |ditandatanganioleh |Pejabat yang
e u;:n st rebiomen " Memiliki email pribadi kedinasan Kepala Dinas melakukan
POTRCDOEIN Penertvan (.go.'d) yang aktif Komunikasi, Perjanjian

sertifikat elektronik BSrE dan
pengirimzn berkzs
persyzaratan ke BSrE

Informatika, Statistik
dan Persandian

Kerjasama dengan
Balai Sertifikasi
Elektronik




2. Pemohon akzn
mendapatkan usernzme dan
password melzlui email untuk
masuk ke sistem pendaftaran

sertifikat elektronik b.

Pemohon melakukan proses
pendaftaran dan selanjutnya
2kan diverifikasi oleh BSrE

¢. Pemohon zkan
mendapatkan form untuk
setting phasprase untuk
proses login tanda tangan
digitzl selanjutnya

{1) Scan surat rekomendasi
permohonan penerbitan sertifikat
eletronik

{2) Email pribadi kedinasan

{3) Sistem pendaftaran sertifikat
elektronik BSrE (4) Sistem
pembuatan tanda tangan digital

1 hari

Proses pendaftaran
dan pembuatan
sertifikat elektrenik

BSrE menerbitkan sertifikat
elsktronik dan pemchon
dzpat mendownload sertifikat
elektroniknyz

Sertifikat elektronik




| Nomeor Standar Operasional Prosedur T oe67  JDRISIN/ 2022 ©2%. S0P /DR -
: Tanggz| Pembuatzn | : 08 September 2022
Tanggz| Ravisi {5
Tanggzl e“ektif | iz
Disahkan oleh : Kepa a Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

DINAS KOMUNIKASE INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. NUNUKAN

Bidzng Statistik dan Persandian Nama Stzndar Operasicna: Prosedur : Layanan Pengiriman Berita / Radiogram
No Dasar Hukum : No Kualifikasi Pelaksanaan :
1 iPP 6 Tzhun 2008 tentang pedoman eveluasi penyelenggzra Pemerintan Daerzh 1 {Pejabat fungsiorzl (Sandiman}
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tenteng Pengamanan Berita Rehasia Melzlui Proses 2 [Petugas Sandi
Perszncian
Keterkaizn: No |Peralatan f Perlengkapan :
Stander Ope-zsionz! Prosedur Lzyznan Penerimazn Berita / Radiogram Instans lain. 1 |Kemputer
2 |HT/RIG
3 |Faxmile
4 |ATK
5 |Disposisi
6 |Filling Kabinet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan:

Perslatan Komunikasi pada didzng Statistix Sektoral dan persandian harus dalam kondisi baik dan terpelihara
sehingga tidak menghzmbzt proses pengiriman dzn penerimazn berita / radiogram

Buku Agenda pengiriman ber'ta / radiogram




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Sandiman Petugas Sandi 0::;;& AdPr:itrt:;saSi ::gg No |Persyaratan / Kelengkapan Waktu No Output
1 1 |Berita/radiogram yang sudah ditanda 10 menit 1 |Radiogram lengkap sesuai tata naskah
Menerima berita/radiogram T M ) tangani Bupati/wakil dinas
yang akan dikirim Bupati/Sekda/Kepalz OPD 2 |Dibukukan dan cap registrasi
2 |Memeriksz/meneliti dan 1 |Berita/radiogram lengkap sesuai tata 5 menit 1 |Berita/radiogram diceklis sesua
memberi kiasifikasi naskah dinas klasifikasi dan derajat kecepatan
berita/radiogram Y 2 |Dibukukan dan cap registrasi 2 |Kartu disposisi dinas
3 |Diberi paraf
3 |Memberi kode sandi 1 (Berita/radicgram diceklis sesuzi 5 menit 1 |Berita/radiogram
terhadap konsep klasifixasi dan derajat kecepatzn dibukukan dalam agenda
beritz/radicgram sesua’ 2 |Kartudisposisi dinas 2 |Kartu disposisi dinas
tingkat kerzhasiaannyz 3 |Diberi paraf 3 |Diberi paraf/tanda tangan
' 4 |Memberi kode sandi
4 lh.ilengagenc!akzn 1 |Berita/radicgram dibukukan dzlam 5 menit 1 |Berita/radiogram
beritz/radiogram untuk agenda surat masuk dibukukan dalam agenda
dikirimkan dan diberi nomor 2 |Kartudisposisi dinzs 2 |Berita/radiog-am diberikan kepada :
registresi 3 |Dikeri paraf/zarda tangan a. Ruang Plain untuk berita biasa
4 |Berita/Radiogram telah d'beri xode b. Ruang sandi untuk berita rahasia
sandi
s | Diruzng plain 5 menit
N A T il A Berita dikirim sesuai alamat vang dituju :
Melzksznzkan proses i dikirim (ada no registrasi & paraf
pengiriman berita/raciogram i pin-pinan) a. Tanda bukti pengiriman
a. Radiogram biasa 4 ’ 2 |Alamztyang jelas b. Dibubuhi tanggal dan waktu
b. Radiogram rehasia \ / ; ' Di ruang sandi pengiriman
1 |Menerima berita/radicgram yang siap
} dikirim (ada no registrasi & paraf
: pimpinan)
} 2 |Alamat yang jelas
| L
6 |Melaksznakan pengarsipar , :_ 1 |Berkas berita yzng sudah dikirimkan 5 menit 1 |Barita biasa diarsipkan dalam fiie
berita yang telah dikirim 1 2 |Tanda bukti pergiriman kabinet ruang plain
2 |Barita rahasia diarsipkan dalam file

kabinet ruang sandi

1




Nomor Standar Operasional Prosedur

: 038.S0P/ DKIS-IV

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

: 02 Januari 2022

Tanggal efektif

Disahkan oleh

: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB.

KAHARUDDIN, SS

NUNUKAN Nip. 19690401 200312 1 006
Bidang Statistik Sektoral Nama Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Statistik Sektoral
No Dasar Hukum : No Kualifikasi Pelaksanaan :
i Undzng-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 1 Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
2 2 Sekretaris Dinas
Perzturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia 3 Kepala Bidang Statistik
3 Perzturzn Bupati Nomor 1 Tzhun 2023 Tentang Penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Nunukan 4 Staf
5 Produsen Data
Keterkaitan : No Peralatan / Perlengkapan :
Stzndzr Operzsionz! Prosedur Pengumpulan Data Statistik Sektoral 1 Perangkat Komputer
2 Jaringan Internet
3 ATK
4 Aplikasi

Peringztan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jikz SOP ini tidzk dilzkszanzkan zkan berdampak tidak updatenya data statistik sektoral di apikasi sidara
cantik

Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan mengunakan aplikasi yang tersedia
(sidara cantik)




SOP PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL

PELAKSANA I MUTU BAKU !
— NI S D StafAdmin | Persyaratan/Kelengkapan Waktu | Output Ket
v [y ———— |[Form isian R Ment | Dispas, form
ST TSVENENET Al | isan
ssune OFD E
T Merorout 3ats SRStk O3ta sTafsti ssiboral, hompcder 2han | Tennpunyadata
ST e EU SoRES Aanngan namet - Statistk sehtoral {
Scerz ek . malals aptikas |
3 Semerksse Daa (Data statiah\ sshrorsl, Nompater 15 Nent Draft cata statstk 7:
! |
2 Temeateraess O :Dsta SR saRory. Nomputer SNent | Dats statstk
BONganN nNamet

K
!

| SSktoral tehoreks




Nomor Standar Operasional Prosedur

: 038.S0P/ DKIS-IV

Tanggal Pembuatan

: 02 Januari 2022

Tanggal Revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh

: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB.

KAHARUDRIN, SS

NUNUKAN Nip. 19690401 200312 1 006
Bidang Statistik Sektoral Nama Standar Operasional Prosedur Layanan Data Statistik Sektoral
No Dasar Hukum : No Kualifikasi Pelaksanaan :
i Undzng-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 1 Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
- 2 Sekretaris Dinas
Perzturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia 3 Kepala Bidang Statistik
3 Perzturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Nunukan 4 Staf
5 Pemohon Data
Keterkaitan : No Peralatan / Perlengkapan :
tandar Operasionzl Prosedur Layanan Data Statistik Sektoral 1 Perangkat Komputer
2 Disposisi
3 ATK
4 Printer
5 Aplikasi

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika dztz statistik sektoral ini tidzk dilaksanakan akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan efektivitas
pelaksanaan kegiatan

Buku Pencatatan
Buku pendataan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BIDANG STATISTIK SEKTORAL LAYANAN DATA STATISTIK SEKTORAL

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

KAB. NUNUKAN
KABID KEPALA DINAS
SEKRETARIS KOMINFOTIK KAB. PERSYARATAN/
NO URAIAN AKTIVITAS STAF DISKOMINFOTIK STATISTIK NUNUKAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
SEKTORAL
1 2 4 6 7 8 9 10 11
1 Menerima surat permohonan Data
Statistik Sektoral O Boniieien & iviesiie Surat Permintaan Data dan
x ) Lembar Disposisi
2 Sekertaris Dinas menelaah
dilanjutkan kepada Kepala Dinas P £ Di -
Komunikasi Informatika dan ‘>O Permohonan 10 menit Paraf Disposisi
Statistik
3 Kepala Dinas mendisposisikan
kepada Kepala Bidang Statistik ¢@ Disposisi Kadis 5 menit Disposisi
4 Kepala Bidang Statistik menelaah
dan mendisposisikan Permohonan
kepadz staf Disposisi Kabid 10 menit Disposisi
5 Stzf menindak lanjuti disposisi . L
Kepala Bidang Statistik >O Permohonan 1 hari Proses
3 Staf memenuhi permintaan Data
setelah di paraf dan di ketahui << Permohonan 10 menit Proses Paraf
Kepala Bidang (Jawaban Surat)
7 Data statistik sektoral diteliti untuk
ditanjutkan ke Kepala Dinas .
Komunikasi Informatika Statistik Permohonan 10 ‘menit Dokumen
dzn Persandian
g Dokumen Data ditandatangani 4
y . e Permohonan 5 menit Dokumen
oleh Kepazla Dinas
S Dokumen dzta diberi
Nomor/Registrasi surat O< o U 5 aata Dokumen Data

dilanjutkan/diserahkan ke (kepada
pemohon)

Statistik/melayani/selesai




@ ) PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

e

(X84)
‘:,.m:',"

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Perzturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan
Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/I111/2006 tentang Kode Etik Jurnalisitik
sebzagai Peraturan Dewan Pers
4. Perdz Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah
. Perzaturan Bupati Nunukan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika,
Statisitik dan Persandian Kabupaten Nunukan
6. Peraturan Bupati Nunukan No. 5 Tahun 2022 tentang Sistem Publikasi Pembangunan Daerah

Secarz Terpzdu dan Terintegrasi

wm

Nomor SOP 031.SOP/DKISP-II
Tanggal Pembuatan 02 Januari 2023
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Pengesahan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Nunukan
Pembina Tingkat | IV/b
NIP. 19690401 200312 1 006
Nama SOP Peliputan Video
Kualifikasi Pelaksana

1. Pendidikan SLTA/Diploma/Srata

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Mampu membuat dan mengedit video

4. Mampu berkomunikasi

5. Memahami jurnalisitk dan Etika Jurnalisitk

6. Cermat dan teliti

7. Berprilaku sopan dan ramah

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Operztor Web dzn Media Sosial

OnpWwN R

Kamera/alat perekam video
Komputer/Laptop

Jaringan Internet

Kendaraan Dinas Operasional

. Buku Agenda
. Handphone

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP Publikasi Video tidak berjalan baik maka informasi berita video
terhambat

Buku Agenda dan Handphone




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBUATAN SUB DOMAIN WEBSITE OPD

Pelaksanaan Mutu Baku
| N Kesiata 12~ 1eA
| No egiatan
Staf Kasi
OPD Kepala Kabid . Staf / Keluaran
Keterangan
Pemohon aliting Dinas Informatika Bianaiemen Prakom Hahghapan N (Output) -
umum Informatika A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Mengzjukan permohonan kpd Kepala
Dinas Kominfo dan Statistik g__ Tanda terima
‘_1 Surat permohonan 5 menit surat
% permohonan
2  Menerima surat permohonan menulis 5
di buku agenda surat serta
menyampaikan kepada Kepala Dinas Buku agenda 10 Menit Buku Agenda
‘ Surat Masuk
. 3 | Menerimz surat, pertimbangan dan
| zrzhzn dalam lembaran di isi
| o : ’ " Lembaran
Disposisi 25 Menit 2
Desposisi
| 4 | Mendisposisi permohonan
| f Sub Domzin Website kepada Kasi
| Manzjemen Informatika untuk proses : Lembaran
selanjutnya Disposisi 10 menit Desposis)
S5 | Memerintahkan staf / Pranata
Komputer untuk mengecek domain /
- : Lembaran
IP Address = Disposisi 10 menit é
= disposisi
LY | = v




-

!

|
|

6 [ Memberikan laporan tentang teknis
pembuatan sub domain ke Kasi
Manajemen Informatika

. Disposisi 1 Hari -
l laporan
|
{ 4
| 7 ! Membusat laporan kepada Kabid ' A
! - Bahan laporan 1jam laporan,
disposisi
8 | Memeriksz Laporan jika setuju
| memerintzhkan staf / pranata
| komputer untuk membuat sub .
| domain jika tidek membuat surat ; '
| balaszn bzhwa sub domazin tersedia Agenda kerja 20 menit Laporan
- dengan user dan password yang ada
9 | Staf / Prenatz Komputer membuat
| sub domazin v
! Server 20 menit v S.Ub
| | domain
| | ;
| 10 | Membuat konsep surat balasan
bahwza domazin sudzh 2dz atau saran
teknis yang lzinnyz S - . — Agenda kerja 20 menit Surat keluar

|
1

= Mulzai dan Selesai

= Proses

‘ = Proses pertimbangan atasan

—_—

-

= Alur satu arah

= Alur dua arah




Nomor SOP 022.SOP/DKISP-I
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KAHARUDDIN, SS
4 NIP. 196904012003121006
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA SOP :’;3:;’5””"" SRR BRI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 1. Pendidikan Minimal D3
2. Perzturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai | 2. Memahami Tugas dan Fungsi Unit Kerjanya
Negeri Sipil. 3. Pernah mengikuti Bimtek Kepegawaian
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Kenaikan Gaji Berkala 1. Komputer/Laptop
2. SOP Pensiun PNS 2. Printer
3. SOP Kenaikan Pangkat PNS 3' Alat Tulis K
4. SOP Usulan Jabatan - Alat Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Usulan Mutasi
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Kesalahan pada penyusunan daftar Kepangkatan dapat mempengaruhi peringkat Dokumen Kepegawaian
Kepangkatan dan Penjenjangan Jabatan Pegawai




SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

! Pelaksana Mutu Baku
- g Kszl::gag Staf Sel;;::asris l;e;:l: Kelengkapan Waktu Output Saismg
1 |Memberi petunjuk dan menugaskan Staf untuk mempersiapkan Daftar Surat Edaran Sekda 30 |Penugasan lisan
|Urut Kepangkatan (DUK). tentang menit
| pengumpulan DUK
2 |Menghimpun data pegawai terbaru dan membuat rekapitulasinya sesuai Penugasan dan 1 hari |Data DUK
|DUK. /‘___“'» & I Database
: ' Kepegawaian
3 |Membuat konsep DUK berikut Nota Dinas (ND) pengantarnya,dinaikkan Data DUK 1 hari |[Konsep DUK dan
(ke Kasubbag ND
| pengantarnya
4 'Memeriksa konsep DUK dan ND pengantarnya dan memarafnya dan Konsep DUKdan ND | 1jam |Konsep DUK dan
dinaikkan ke Sekretaris jika setuju, jika tidak dikembalikan ke Staf untuk pengantarnya ND
diperbziki. pengantarnya
" yang sudah
| diperiksa
S |Memeriksa konsep DUK dan ND pengantarnya serta memarafnya lalu Konsep DUKdan ND | 1jam |Konsep DUK dan
dinzikkan ke Kadis jika setuju, jika tidak dikembalikan ke Kasubbag untuk pengantarnya hasil ND
diperbziki. periksa Kasubag pengantarnya
yang sudah
diperiksa
6 |Menelazh konsep DUK dan ND pengantarnya, dan menandatanganinya. Konsep DUK dan ND | 1jam |Konsep DUK dan
Lalu dikembalikan ke Sekretaris untuk ditindaklanjuti. pengantarnya hasil ND
, periksa Sekretaris pengantarnya
7 éMenindaklanjuti pengiriman DUK. DUK dan ND 10 (Memproses Lihat SOP
; ( ; >< pengantarnya menit |pengiriman DUK |Penanganan
f Surat Keluar




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN

Nomor SOP 020.SOP/DKISP-I

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

PERSANDIAN KAHARUDDIN, SS
NIP. 196904012003121006
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA SOP EENERIMAALYDAIPERCELRRINN T
INVENTARIS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 23 Tzhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. SMA/D3/s1
2. PP No. 27 Tzhun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Menguasi Operasional Komputer
3. Permendagri No. 19 Tzhun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Memiliki ketelitian untuk menginventaris barang
£ Permenpan No. PER/21M.PAM /2008 tentang pedoman penyusunan SOP Pemerintah; o : .
5. ¥epmenpan No. KEP/26.PAN/2004 tentang Petunjuk teknis Transparansi dan Akuntabilitas % Memgllk! ta.n'gg.ungjawab untukmemelihara asset
= i 5. Memiliki disiplin Waktu
penyelenggaraan Pelayanan Publik;
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Neraca
2. SOP Penyusunan Lzporan Realisasi Anggaran

(1) Komputer; (2) USB; (3) Printer; (4) ATK; (S) Aplikasi SIMDA BMD

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Kuzlitas Penyusunan Penerimaan dan Pengeluaran Barang inventaris akan berpengaruh
terhadap laporan akhir tahun anggaran

Disimpan sebagai data elektronik Aplikasi SIMDA BMD dan manual




SOP Penerimaan Dan Pengeluaran Barang Inventaris

| Pelaksana Mutu Baku
N°-1{ Kegiatan Pejabat |Pengurus| Kasubbag Bidang Sekr.etaris Kepala Kelengkonan: [ Wektl  Output Keterangan
| penerima| barang | Umpeg Dinas | Dinas
1 |Menyerzhkan barang invetaris pengadaan tahun berjalan BAST barang ljam |Barang SOP Penyusunan
kepada Pengurus Barang Pengguna setelah diperiksa inventaris Inventaris |Neraca, dan SOP
joleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Penyusunan
' Laporan Realisasi
! Anggaran
2 Menerima barang invetaris dan membukukan sesuai Barang 1 Hari |Aplikasi
ketentuan kemudian menyimpannya di gudang C L'| Inventaris SIMDA
penyimpanan dan melaporkan BAST Barang kepada — BMD
kasubzg Umum dan Kepegawaian.
3 Menyampaikan BAST Barang kepada Sekretaris sebagai Vv BAST barang 30 BAST barang
bzhzn pertimbangan untuk diketahui. ! ! _ll inventaris Menit |inventaris
4 |Mengzjukan nota dinas permintaan barang inventaris V¥ Nota Dinas 10 Disposisi
‘kepada Sekretaris i___] menit
S |Memeriksa dan mendisposisi Nota Dinas permintaan _N Nota Dinas 10 Disposisi
\barang invetaaris dan menyampaikan kepada Kasubbag d j menit
'Umum dan Kepegawaian untuk ditindaklanjuti ;
6 Menelazah nota dinas permintaan barang iventaris, jika T Nota Dinas 10 Aplikasi
gsetuju dzn menugaskan Pengurus Barang Pengguna \, menit [SIMDA BMD
luntuk melayani/mengeluarkan barang inventaris sesuai : /\
|persediaan, jika tidak permintaan barang inventaris y
.ditunda.
7 |Menyampzikan Barang inventaris beserta BAST Barang E‘ﬂ/ BAST barang ljam ([Barang
jsesuai dengan permintaan Bidang-bidang dan sekretariat. _—— inventaris Inventaris
8 jMembuat lzporan pengeluaran barang inventaris dan BAST barang 1 Hari |Aplikasi
'disampaikan kepada Kadis melalui Kasubag Kepegawaian —-gﬁ inventaris SIMDA BMD




Pelaksana Mutu Baku
No.: Kegiatan Pejabat |Pengurus| Kasubbag Bidang Sekretaris| Kepala Kelengkapan |Waktu| Output Keterangan
penerima| barang | Umpeg Dinas Dinas
9 |Memeriksa laporan pengeluaran barang inventaris, jika BAST barang 15 Aplikasi
Isetuju diparaf dan diteruskan kepada Sekretaris, jika tidak inventaris Menit [SIMDA BMD
'dikembalikan ke pengurus barang.
10|Memeriksa laporan pengeluaran barang inventaris, jika BAST barang 15 Barang
isetuju diparaf dan diteruskan kepada Kadis, jika tidak inventaris Menit (Inventaris
'dikembazlikan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian.
11|Memeriksa laporan pengeluaran barang inventaris, jika BAST barang 15 Barang
isetuju ditandatangan, jika tidak dikembalikan ke inventaris Menit |Inventaris
|Sekretaris.
12 |Mendokumentasikan laporan pengeluaran barang 20 Aplikasi SOP
linventaris dan menyampaikan kepada Kadis sebagai menit |SIMDA BMD |pendokumentasian
bzhan laporan Semesteran, dan mengirimkan ke BPKAD




Nomor SOP 021.SOP/DKISP-I

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN

PERSANDIAN KAHARUDDIN, SS
NIP. 196904012003121006

PENYUSUNAN USULAN PENGHAPUSAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA SOP BARANG INVENTARIS

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 23 Tazhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. SMA/D3
2. PP No. 27 Tzhun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Menguasi Operasional Komputer
3. Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Memiliki ketelitian untuk menginventaris barang
4, Permenpan No. PER/21M.PAM /2008 tentang pec'ioman p.enyusunan SO'P Pemerlntahf 4. Memiliki tanggungjawab untuk memelihara asset
5. Kepmenpan No. KEP/ZG.PAN/ZOQ4 tentang Petunjuk teknis Transparansi dan Akuntabilitas 5. Memiliki disiplin Waktu

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Neraca (1) Komputer; (2) USB; (3) Printer; (4) ATK; (5) Email; (6) DPA
2. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Penghapusan BMD merupakan bagian dari proses pengelolaan BMD, jika SOP ini tidak 1. Kartu Inventaris Barang
dilaksanakan maka akan terjadi selisih antara nilai barang yang dilaporkan dengan kondisi 2. Kartu Inventaris Barang

fisik barang yang akan menurunkan kehandalan laporan Keuangan Diskominfo
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Perhubungzn dan menyampaikan kepada Kadis
Komunikasi dan Informatika untuk
ditandzatangani

Barang

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pengurus | Kasubbag| Sekretaris| Kepala Keterangan
Wakt Output
Barang Umpeg Dinas Dinas eeagiapes g P
6 Mengirimkan daftar usulan barang yang akan dihapuskan Daftar barang yang 30 menit [Daftar Uji Fisik
kepadz Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat akan dihapuskan Barang
dikirim
7 Menerimz Hasil penilaian/uji petik dari Dinas A Daftar Uji Fisik Barang | 30 menit |Daftar Uji Fisik




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Nomor SOP 019.SOP/DKISP-I

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

KAHARUDDIN, SS
NIP. 196904012003121006

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NAMA SOP PENERIMAAN DAN PENGELUARAAN BARANG

HABIS PAKAI
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 23 Tzhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. SMA/D3
2. PP No. 27 Tzhun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Menguasi Operasional Komputer
3. Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Memiliki ketelitian untuk menginventaris barang
4 Permenpan No. PER/21M.PAM /2008 tentang pedoman penyusunan SOP Pemerintah; 4. Memiliki tanggungjawab untuk memelihara asset
5. Kepmenpan No. KEP/26.PAN/2004 tentang Petunjuk teknis Transparansi dan Akuntabilitas : A
; 5. Memiliki disiplin Waktu
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Neraca
2. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

(1) Komputer; (2) USB; (3) Printer; (4) ATK; (5) Aplikasi SIAPA; (6) DPA

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

| kuzlitas Penyuan;n Penerimaan dan pengeluaraan barang pakai habis akan berpengaruh
terhadap laporan akhir tahun anggaran

Disimpan sebagai data Pada Aplikasi SIAPA dan manual




SOP Penerimaan Dan Pengeluaraan Barang Habis Pakai

tzrzng peiai habis sesuzi persedizan yag 2da,
Jkz Uz pecrmintizzn barang pekai hebis
oz,

Pelaksana Mutu Baku ;
] ] ] i ] | i
No. Kegiatan | Pejabat = Pengurus | Kasubbag| _. Sekretaris' Kepala | | waktu | | Keterangan
‘Pengadean Barang = Umpeg | Bidang Dinas ; Dinas e i ; ;
1 Menyershksn barang habis pakzi tshun berjalan ; @ Berita Acara ljam Barengpakai SOP
k=pzdz Pengurus Sarang Pengzuns setelzh i 1’ Penerima Barang ‘habis Penyusunan
Ziperikszs olsh Panitiz Pemeriksz/Penerima | | ‘Neracz, dan
Bareng dan los2 , ? ‘ soP
1- ! i Laporan
F 1 | Realisas:
, Anggaran
2 Menerinz bereng habis pzkai d=n membukukan | Barang pakaihabis | 1Hari Aplikasi
s=susi kstentusn kemudizn menyimpannyz di N ' SIAPA
gudong penyimpanan den melzporkan Beritz é—— ]
Aczrz Penerimz Sarang kepadz kasubbzg : ; i
Cemnzzn f L !
3 Menyermpsiken Seritz Acers Penerimz Barang i ol f\plikasi SIAPA 15 Menit ‘Aplikasi
Zz2-z kzozcz Seieris setzzaibzhan - | B SIAPA
pertimbangan untuk diketzhui i I | |
£ VMengziukzn notz dinzs permintzzn barang E | Ej Nota Dinas . 10 menit Disposisi
pakzi hzbis kepadz Sekretaris ' |- I |
S Memeriksz dan mendisposisi Notz Dinas F T Notz Dinas 10 menit Disposisi ’;
menyzmpziken kepadz Kzsubbeg Keuangandan | i . S g q' ?
fsset untuk detindaideniti | | l , i ;
§ Menelzzh notz dines permintzan barang pakai 5 3 i Nota Dinas 10 menit | Aplikasi 'g
rzbis, jiz setujs dzn menugasken Pengurus | i \T ! : _ ' SIAPA |
| Zzrerg Penggunz untuk melzyeni/mengeluzrkan i i j . '
| ! | i
|




Pelaksanz Mutu Baku

| .Bndalg:c. D Kelengkapan Cuput

T Mambost Surst Perintsh ! Aplikasi SIAPA - ljam Bareng pakai

sSrstanist |

T Wamarosies Surst Serineh Pangsieean

Sesymiorss sareng cake habis dan ‘i] - @
kcangan don Asst. {
|

2 Mesmarikss Surst Perint=h L N ‘
Pengshran/Penyabaran bareng pakai habis jika| Tj_KY '
k= Scek Skembaiken k= pangurus barang. A

10 Memerikss Sur=t Perint=h \& Aplikasi SIAPA 15 Menit Sarang pakai
Peng=horan/Peayahwen boreng pakai habis, k= T\ Y habis
S=r_ L Soarsf 2z~ Stemuskas kecads Cadis ke \/
tic=k dik=mbaliken k= Kasubog keuengan Aset. A

;::&m&:a?s‘xzzh A4 Aplikas SiaPa 1S Ment Sarang pekal

s=roou dtErcatErgen, ke tosk dkemiaikan k=
Y

Sexr==r=s

| 1D Memcokormerteskar Sporee pergsicaren Apikas SARA 1S Ment L=poran

| bararg ook hahis dor memareaikar kegads SemgsizEs
mErErrAET o= S fergsioza Asst Setsz ~ahs
ey (Shar Aoikas




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN

Nomor SOP 018 .<op / purse-T /-

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

PERSANDIAN KAHARUDDIN, SS
NIP. 196904012003121006
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA SOP PENCATATAN INVENTARIS ASET
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UUNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21M.PAM /2008 tentang
pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemerintah;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26.PAN/2004 tentang Petunjuk
teknis Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sistem Dan Prosedur Penatausahaan

Barang Persediaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
7. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha
Milik Daerzh

1. SMA/D3/s1

2. Menguasi Operasional Komputer

3. Memiliki ketelitian untuk menginventaris barang
4, Memiliki tanggungjawab untuk memelihara asset
5. Memiliki disiplin Waktu

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Surat Masuk
3. Prosedur Pengadaan barang dan jasa

(1) Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi SIMDA BMD dan
Sejenisnya; (2) USB dan ATK; (3)DPA

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan terhambatnya proses pengelolaan
inventarisasi dan proses pelaksanaan proses dalam menindaklanjuti

Disimp]an sebagai data elektronik pada Aplikasi SIMDA BMD dan
manua




o i

)
SOP Pencatatan Inventaris Aset
Pelaksana Mutu Baku
No.| Kegiatan Kasubag | Pengurus | Sekretaris | Kepala Keteran
| Umpeg Bafang Dinas Di?\as Klecgsapeq st o o i

1 /Memerintahkan Pengurus Barang Pengguna untuk Lembaran Disposisi 15 menit|Disposisi
imenyusun buku inventaris barang

2 Mengumpulkan bahan untuk menyusun buku inventaris Aplikasi SSIMDA BMD 3 hari |Print Out Aplikasi
barang dan mencatat di buku penerimaan. SIMDA BMD

3 Mengentridata baranginventaris ke dalam buku Aplikasi SIMDA BMD 2 hari |Print Out
linventaris barang.dan menyampaikan ke kasubag Aplikasi SIMDA
{Umpeg. BMD

£ Memeriksz hasil entri data inventaris barang, jika Aplikasi SIMDA BMD 2 hari |Print Out Aplikasi
\setuju diserahkan ke Sekretaris, jika tidak di serahkan ke SIMDA BMD

Pengurus Barang Pengguna untuk di perbaiki.

5 |Memeriksz hasil entri data inventaris barang, jika Aplikasi SIMDA BMD 1 hari |[Print Out Aplikasi
'setuju diserzhkan ke Kadis, jika tidak di serahkan ke SIMDA BMD
Kasubzg Umpeg untuk di perbaiki. q

6 Memeriksz hasil entri data inventaris barang, jika / Aplikasi SIMDA BMD 10 menit |Print Out Aplikasi
setuju menandatangani laporan, jika tidak g SIMDA BMD
dikembzlikzn ke Sekretaris. .

7 Menyzampzikan lzaporan buku inventaris kepada BPKAD Y |Aplikasi SSMDA BMD 30 menit|Print Out Aplikasi

|dan Mengarsipkan.

SIMDA BMD




Nomor SOP 017.SOP/DKISP-I
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KAHARUDDIN, SS
NIP. 196904012003121006
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA SOP INVENTARISASI ASET
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU Nomor 23 Tzhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. SMA/D3
2. PP Nomor 27 Tzhun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Menguasi Operasional Komputer
3. Permendagri No. 18 Tzhun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Memiliki ketelitian untuk menginventaris barang
4. Permenpan No. PER/21M.PAM /2008 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional 4. Memiliki tanggungjawab untuk memelihara asset
PRSP 5. Memiliki disiplin Waktu

5. Kepmenpzn No. KEP/26.PAN/2004 tentang Petunjuk teknis Transparansi dan Akuntabilitas
Penyelenggarzan Pelayanan Publik;

6. Perzturzn Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan
Uszhz Milik Dzerzh.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunzn Neraca (1) Komputer; (2) USB; (3) Printer; (4) ATK; (5) Email
2. SOP Penyusunan Lzporzn Rezlisasi Anggaran

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksznzkan, mengakibatkan terhambatnya proses pengelolaan TR
inventarisasi dan proses pelzksanaan proses dalam menindaklanjutinya 1. Aplikasi SIMDA BMD




SOP Inventarisasi Aset

Pelaksana Mutu Baku
No., Kegiatan Kasubbag | Pengurus Sekretite Kepala Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Umpeg Barang Dinas
i Memerintzh Pengurus barang Pengguna untuk mendata C} Lembar disposisi 10 menit|Disposisi
\barang inventaris.
2 Mendatz Barang inventaris yang sudah didata Aplikasi SIMDA BMD Disesuai |Laporan hasil
selamjutnya didokumentasikan kedalam daftar V. kan |pendataan
'dokumen barang inventaris dan selanjutnya menyusun l:__—]
Kartu inventaris Barang dan Ruangan (KIB dan KIR)
sebagai zlat kontrol barang inventaris
3 'Menyampazikan hasil pendataan barang inventaris . Laporan hasil pendataan | 1Hari |Dokumen siap untuk
dzlzam bentuk Kartu Inventatis Barang dan Ruangan ’L_j diparaf
(KiB dan KIR) kepada Kasubbag Umpeg s
& 'Memeriksa dan meneliti KIB dan KIR, jika setuju diparaf Dokumen siap untuk 1Hari |Dokumenyangsudah
untuk diteruskan ke Sekretaris, jika tidak setuju ditanda tangan diparaf
dikembzlikan ke Pengurus Barang Pengguna.
S Menyampaikan KIB dan KIR kepada Sekretaris sebagai KIB dan KIR 20 menit|Dokumen yang sudah
bzhan pertimbangan untuk diketahui dan di paraf, jika T A Y diparaf
setuju diteruskan ke Kadis, jika tidak setuju x/
dikembzlikan ke Kasubbag Umpeg. N\
& Memeriksz dan meneliti KIB dan KIR, jika setuju ditanda 7 KIR 20 menit|Dokumen ditanda
tzngani , jika tidzk setuju dikembalikan ke Sekretaris. T/ \ tangani
imemerintzh Pengurus barang Pengguna untuk \
mendistribusikan KIR Y
7 Memerintzh Pengurus barang Pengguna untuk e, KIR S menit |Dokumen utk
|mendistribusikan KIR E—-}\ dipasang
g |Melzkukan distribusi KIR kesetiap ruangan setelah Dokumen KIR 30 menit|Dokumen terpasang |KIR
diszhkzn oleh Pimpinan ? diruangan diserahkan
: >{::::) setiap

ruangan




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Nomor SOP 016,300 [ px159-T

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

KAHARUDOIN, SS
NIP. 196904012003121006

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA SOP PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UUNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. SMAD3
2. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Menguasi Operasional Komputer
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 3. Memiliki ketelitian untuk menginventaris barang
Milik Daerah; ) 4. Memiliki tanggungjawab untuk memelihara asset
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21M.PAM /2008 tentang 5. Memiliki disiplin Waktu

pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemerintah;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26.PAN/2004 tentang Petunjuk
teknis Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Perzaturan Bupati Nunukan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sistem Dan Prosedur Penatausahaan
Barzng Persediaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;

7. Perzturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha

Milik Dzerzh

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan Neraca
2. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

(1) Komputer/Note Book; (2) USB; (3) Printer; (4) ATK; (5) Email; (6) DPA

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Kuzlitas pemeiharaan Barang Milik Daerah akan berpengaruh terhadap laporan akhir Tahun

Aplikasi SIAPA

Anggaran




SOP Pemeliharaan Barang Milik Daerah

baik

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan I:Ja'::z:g P;:f: ::s Sell;::taasris K[;;:‘: lsa Kelengkapah Waktu Output Keterangan
1 Menugaskan staf untuk melakukan pengecekan rutin Barang Milik Daerah 1Jam |Daftar barang milik
terhadap barang milik daerah D daerah yang
- membutuhkan
pemeliharaan
2 Menyerzhkan daftar barang milik daerah yang Daftar barang milik 10 Menit|Pemesanan barang
membutuhkan pemeliharaan kepada Kasubbag daerah yang
Keuzngan dan Aset membutuhkan
pemeliharaan
3 Memanggil penyedia jasa pemeliharaan atau perbaikan r/ Telpon Kantor 10 Menit|Barang Pesanan
bzrang milik daerah —
& Penyediz jasz pemeliharaan melakukan service untuk Peralatan Service 1 Tahun |Barang milik daerah
barang milik dzerah yang membutuhkan pemeliharaan >{ ) berjalan [terpelihara dengan




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Nomor SOP oIS -S0p [pwisg-1

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

KAHARUDDIN, SS
NIP. 196904012003121006

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NAMA SOP PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

BARANG MILIK DAERAH
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
i. UU Nomor 23 Tzhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. SMA/D3/s1
2. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Menguasi Operasional Komputer
3. Pe_@turan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 3. Memiliki ketelitian untuk menginventaris barang
4 ::;‘;E;i’::;med Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21M.PAM /2008 tentang 4. Mealikicaggindibvabaiakaessinn asse
N ’ ’ 5. Memiliki disiplin Waktu

pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemerintah;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26.PAN/2004 tentang Petunjuk

teknis Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Perzturan Bupati Nunukan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Sistem Dan Prosedur Penatausahaan
Bzrang Persedizan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;

7. Perzturzn Bupati Nomor 61 Tzhun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha
Milik Dzerzh

wn

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunzn Neraca
2. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

(1) Komputer; (2) USB; (3) Printer; (4) ATK; (5) Email

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Kuzlitze Penysunan Penerimaan dan Pengeluaran Barang inventaris akan berpengaruh
ternadzp laporan zkhir tahun anggaran

Disimpan sebagai data elektronik pada Aplikasi SIMDA BMD dan manﬂ




SOP Inventarisasi Aset

dzerzh yang adz di Diskominfo

Pelaksana Mutu Baku
Nao. Kegiatan Kasubag | Pengurus | Sekretaris | Kepala Keterangan
Umpeg Barang Dinas Dinas Kelonghepsa o

1 'Menugaskan staf untuk melakukan pengecekan (3 Disposisi Daftar inventaris

'melzkukan rutin terhadap barang milik daerah barang
2 'Mendata ulang dan membuat daftar inventaris semua Alat Tulis Kantor, data Data semua barang

barang milik daerah yang ada di setiap Bidang di E\j semua barang yang ada yang ada di

Diskominfo e di Diskominfo Diskominfo dan daftar

inventaris barang

3 Memberi Stiker sesuai no register pada barang milik Daftar Inventaris Barang Barang milik daerah

yang tellah diberi
stiker sesuai nomor

register




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Nomor SOP 014.SOP/DKISP-I

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

KAHARUDDIN, SS
NIP. 196904012003121006

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NAMA SOP PELAYANAN USULAN IZIN PERCERAIAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perzturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas
Perzturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
Bzgi Pegawai Negeri Sipil.

2. Surzt Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang
Petunjuk Pelzksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 Tentang lzin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

1. Pendidikan Minimal D3

2. Memahami Undang-undang dan Peraturan Kepegawaian
3. Pernah ikut Bimbingan Teknis Administrasi Kepegawaian
4. Bisa mengoperasionalkan komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penznganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penznganan Surat Keluar 2. Komputer
3. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jikz permohonzn telzh diproses maka laporan izin perceraian diteruskan ke Badan
Kepegawaian Dzerzh Provinsi Kalimantan Barat

1. Kepala Dinas : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan

2. Sekretaris : Lembar Disposisi; Paraf
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Lembar Disposisi; Paraf




/s

SOP Pelayanan Usulan Izin Perceraian

isetuju dikembzlikan kepada Sekretaris untuk
diperbziki, jika setuju ditandatangani dan
\memberikzn disposisi kepada Sekretaris.

beserta berkas
kelengkapan izin
perceraian yang sudah
diperiksa Kasubbag yang|

sudah diparaf Sekretaris

Pelaksana Mutu Baku
- Pemroses
No. Kegiatan painchont Adiaicrsa Kasubbag Sekl:etarls Kepala Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Umpeg Dinas Dinas
1 Kepegawaian

1 'Menyerzahkan surat permohonan izin cerai Surat permohonan, FC 5 |Surat permohonan dan
fbeserta berkas kelengkapannya untuk diproses SK PNS, FC SK Pangkat | menit |berkas kelengkapan izin
'sesuzi dengan prosedur kepada Pemroses ? Terakhir, FC Surat Nikah perceraian
|Administrasi Kepegawaian.

2 Memeriksza kelengkapan berkas permohonan \ Surat permohonan dan| 10 |Draft surat pengantar
izin cerai, jika tidak lengkap dikembalikan T /& berkas kelengkapan izin| menit |usulan izin perceraian
'kepadz pemohon untuk diperbaiki, jika lengkap € perceraian berkas kelengkapan izin
mengetik draft surat pengantar usulan izin V perceraian
percerzian. Y

3 |Memeriksz draft surat pengantar usulan izin Draft surat pengantar 10 |Draftsurat pengantar
\perceraian besertz kelengkapannya, jika tidak usulan izin perceraian menit |usulan izin perceraian
;setuju di kembazlikan kepada Pemroses berkas kelengkapan izin beserta berkas
Administrasi Kepegawaian untuk diperbaiki, jika perceraian kelengkapan izin
setuju diparaf dan diserahkan kepada perceraian yang sudah
Sekretaris Dinas. diperiksa Kasubbag

4 |Meneliti draft surat pengantar usulan izin Draft surat pengantar 10 (Draftsurat pengantar
percerzian besertza kelengkapannya, jika tidak \ usulan izin perceraian menit (usulan izin perceraian
'setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum T / \, beserta berkas beserta berkas
dzn Aparatur untuk diperbaziki, jika setuju o kelengkapan izin kelengkapan izin
diparaf dan disampaikan kepada Kepala Dinas. perceraian yang sudah perceraian yang sudah

Y b :
diperiksa Kasubbag diperiksa Kasubbag yang
sudah diparaf Sekretaris

5 Meneliti draft surat pengantar usulan izin Draft surat pengantar 10 (Surat pengantar usulan
\percerzizn beserta kelengkapannya, jika tidak usulan izin perceraian menit |izin perceraian yang

sudah ditandatangani
dan disposisi Kadis




‘ Pelaksana Mutu Baku
No.| Kegiatan Pemroses | Kasubbag | sekretaris | | Kepala Keteranganl
Pemohon | Administrasi || Umpeg Dinas Dlaas Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian
6 Menindaklanjuti arahan Kepala Dinas dan Surat pengantar usulan 5 |Surat pengantar usulan

imemberikan disposisi kepada Kasubbag.

[

izin perceraian yang
sudah ditandatangani
dan disposisi Kadis

menit

izin perceraian yang
sudah ditandatangani
dan disposisi Sekretaris

7 Menindaklanjuti disposisi dan memerintahkan Surat pengantar usulan 5 [Surat pengantar usulan
sstzf untuk mengirim surat ke BKPSDM. izin perceraian yang menit [izin perceraian yang
l _4'< sudah ditandatangani sudah ditandatangani
dan disposisi Sekretaris diberi nomor dan
stempel
8 Memberi nomor dan membubuhkan stempel Surat pengantar usulan 5 [Surat pengantar usulan
selanjutnya surat dikirim ke BKPSDM. izin perceraian yang menit lizin perceraian beserta

sudah ditandatangani
diberi nomor dan
tempel

berkas kelengkapannya
dikirim ke BKD




Nomor SOP 013.SOP/DKISP-I

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN

PERSANDIAN KAHARUDDIN, SS
NIP. 196904012003121006

PELAYANAN USULAN KARIS, KARSU,

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA SOP KARPEG/KPE
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perzturan kepala badan kepegawaian negara no.16 tahun 2013 tentang pemberian 1. Pendidikan minimal D3
seri,kode dan kartu pegawai negeri sipil kartu istri pegawai negeri sipil dan kartu suami 2. Menguasasi pengetahuan tentang administrasi kepegawaian
pegawai negeri sipil; 3. Bisa mengoperasionalkan komputer

2. Surztedarzn badan kepegawaian negara no.08/SE/1983 tanggal 26 april 1983 tentang
petunjuk permintaan,penetapan,penggunaan kartu istri/kartu suami PNS;

3. Keputusan kepala BKN no.007/KEP/1988 tanggal 3 Februari 1988 tentang penambahan
tuliszan nomor seri pada kartu istri/suami PNS;

4. Keputusan kepzla BKN nomor 021/KEP/1988 tgl 27 feb 1988 tentang penggunaan kartu
PNS (karpeg)dan kartu istri/suami PNS (karis/karsu);

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Keluar 1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. External Hardisk

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika proses ini tidak dilzksanzkan akan menghambat kelancaran tugas Di dokumentasikan di komputer




-

SOP Pelayanan Usulan Karis, Karsu, Karpeg/KPE

d

Pelaksana Mutu Baku
- i s Staf KJ:::::g Seg::;ns KDei;:‘:l: Kelengkapan Waktu Output e
Melengkapi data-data untuk usulan Karis,Karsu, Data pegawai 15 |Data pegawai untuk usulan
Karpeg/KPE. menit |Karis, Karsu, Karpeg/KPE
'Memeriksa dan memproses usulan Karis, Karsu, Data pegawai untuk usulan 30 |Data pegawai untuk usulan
|Karpeg/KPE, jika tidak lengkap berkas dikembalikan ke Karis, Karsu, Karpeg/KPE menit |Karis, Karsu, Karpeg/KPE
|Staf. sudah diperiksa
|Membuat surat pengantar usulan Karis, Karsu, Data pegawai untuk usulan 10 |Naskah surat pengantar
Karpeg/KPE kemudian memberikan paraf. Karis, Karsu, Karpeg/KPE Menit |usulan Karis, Karsu, Karpeg/
sudah diperiksa KPE
‘Mengoreksi naskah surat pengantar usulan Karis, Naskah surat pengantar 5 |Surat pengantar usulan
\Karsu, Karpeg/KPE yang diajukan sekaligus usulan Karis, Karsu, Menit |Karis, Karsu, Karpeg/ KPE
'membubuhkan paraf pada naskah surat dan membuat Karpeg/KPE sudah dikoreksi dan nota
/nota dinas kepada Kepala Dinas. dinas ke Kadis
'Mengoreksi naskah surat yang diajukan sekaligus \7 Surat pengantar usulan 10 |[Surat pengantar usulan
membubuhkan tanda tangan dan memberikan ) Karis, Karsu, Karpeg/ KPE menit |Karis, Karsu, Karpeg/ KPE
disposisi kepada Sekretaris. Apabila ada yang belum sudah dikoreksi dan nota sudah ditandatangani dan
lengkzp dikembalikan pada Sekretaris. dinas ke Kadis disposisi Kadis
‘Menindzklanjuti arahan Kepala Dinas dan memberikan Surat pengantar usulan 5 menit|Surat pengantar usulan
disposisi kepada Kasubbag. E——|, Karis, Karsu, Karpeg/ KPE Karis, Karsu, Karpeg/ KPE
—" sudah ditandatangani dan sudah ditandatangani dan
i disposisi Kadis disposisi Sekretaris
iMenindaklanjuti disposisi dan memerintahkan staf Surat pengantar usulan 5 menit|Surat pengantar usulan
\untuk mengirim surat ke BKPSDM. I-—._|, Karis, Karsu, Karpeg/ KPE Karis, Karsu, Karpeg/ KPE
| e sudah ditanda-tangani dan diberi nomor dan stempel
L disposisi Sekretaris
iMemberi nomor dan membubuhkan stempel Surat pengantar usulan S |Surat pengantar usulan SOP
lse!anjutnya surat dikirim ke BKPSDM. G< Karis, Karsu, Karpeg/ KPE Menit [Karis, Karsu, Karpeg/ KPE |Penanganan
l & ' l diberi nomor dan stempel beserta data pegawai surat keluar
dikirim ke BKD




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Nomor SOP ol2.%50¢ /owisp -1 .

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

KAHARUDDIN, SS
NIP. 196904012003121006

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NAMA SOP :’sElx’C)iUMPU LAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Perzturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerjz Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Sasaran Kinerja Pegawai.

5. Surzt Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/Se/I/2022 Tentang Tata Cara
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021

1. Pendidikan minimal D3

2. MemahamiUndang-undang dan Peraturan Kepegawaian
3. Pernah ikit Bimbingan Teknis Administrasi Kepegawaian
4. Bisa mengoperasikan komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Kenaikan Pangkat 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK

3. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP Pengumpulan SKP tidak dilaksanakan maka Penilaian Pegawai terhambat.

1. Kepala Dinas : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan

2. Sekretaris : Lembar Disposisi; Paraf
3. Kasubbag Umum dan Pegawaian : Lembar Disposisi; Paraf




SOP Pengumpulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

diserahkan ke pegawai

bersangkutan

Pelaksana Mutu Baku
% Atasan
o TP el Fajabas Pegawai| Pejabat Kelengkapan Waktu Output oy
Pelaksana| Penilai
Penilai
1 Menyiapkan blanko dan menyiapkan SKP tahun Form SKP 10 menit|Penyiapan berkas SKP
isebelumnya.
2 'Menyerzhkan kepada pejabat penilai sesuai dengan Penyiapan berkas SKP 15 menit|Berkas diserahkan
jenjang jabatannya. kepada pejabat penilai
3 Memberikan penilzian dan diserahkan secara langsung Berkas diserahkan kepada 15 menit|Berkas yang akan
'kepadz pegawai yang dinilai. pejabat penilai dinilai
4 Memeriksa hasil SKP, apabila SKP telah disetujui Berkas yang akan dinilai 1jam |Pegawai memeriksa
pegawzi membubuhkan tanda tangan dan penilai SKP yang telah dinilai
selambat-lambat TMT SKP diterima jika tidak disetujui
pegawai mengkonfirmasikan kepada pejabat penilai. Y
5 |SKPyang sudzh dinilai dari kepada pejabat penilai Pegawai memeriksa SKP yang 15 menit|SKP yang telah dinilai
diserzhkan kepada atasan pejabat penilai. telah dinilai pejabat penilai dan
diserahkan ke atasan
pjb penilai
& Menandatangani SKP sebagai pengesahan dan SKP yang telah dinilai pejabat 30 menit|SKP yang telah dinilai
mengembazlikannya ke pejabat penilai. \r-:] penilai dan diserahkan ke atasan dan ditandatangani
“t——" |Pejabat Penilai oleh atasan Pejabat
dikembalikan
7 |Menyerahkan SKP kepada pegawai. SKP yang telah dinilai dan 15 menit|SKP yang telah dinilai
4 l__b._l‘ ditandatangani oleh atasan dan diserahkan ke
Pejabat dikembalikan pegawai bersangkutan
8 Menerima hasil penilaian SKP dari Pejabat penilai SKP yang telah dinilai dan 5 menit [SKP yang telah dinilai

diserahkan ke pegawai




Nomor SOP 011.SOP/DKISP-I

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif

| Disahkan oleh KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN

PERSANDIAN | KAHARUDDIN, SS
‘ NIP. 196904012003121006

|
SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR SEKRETARIAT DINAS ' NAMA SOP | PENGUSULAN PENJATUHAN HUKUMAN

‘ _ | DISIPLIN DINAS
DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undzng-undang No. 3 Tzhun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; | 1. Pendidikan minimal D3
2. Perzturzn Pemerintzh Nomor 24 Tzhun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; | 2. Memahami Undang-undang dan Peraturan Kepegawaian
3. Perzturzn Bupzt Nunukznnomor 4 Tzhun 2020 Tentang Perubzhan Atas Peraturan Bupati | 3. Pernah ikut Bimbingan Teknis Administrasi Kepegawaian
Nunukan Nomor 20 Tzhun 2018 Tentzng Ketentuzn Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara | 4. Bisa mengoperasionalkan komputer
Dzn Non Apzrztur Sipil Negarzdi Lingkungzn Pemerintah Kabupaten Nunukan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Rekzpitulzsi Kehzdirzn Kerjza PNS 1. ATK
2. SOP Pembinaan PNS 2. Komputer
3. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jikz penjztuhan hukuman disiplin PNS tidzk dilakukan maka atasan langsung atau Kepala 1. Kepala Dinas : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan
SKPD dzpat diberikan sznksi hukuman disiplin karena tidzk 2da upaya peringatan atau 2. Sekretaris : Lembar Disposisi; Paraf
pembinzzn bawahan. 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Lembar Disposisi; Paraf




SOP Pengusulan Penjatuhan Hukuman Disiplin Dinas

zpzrat fungsional, menyampaikan kepada Sekretaris Dinas.

Hadir, Pengaduan

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubbag|Sekretaris| Kepala Keterangan
Umpeg Dlias Dinas Kelengkapan |Waktu Output
1 Mengevaluasi absen, pengaduan tertulis, temuan atasan, temuan Rekapitulasi Daftar | 1 hari |Evaluasi Temuan Seluruh Penerbitan

Surat Terkait SOP
Pembuatan Surat
yang melibatkan
Pemroses
Administrasi
Kepegawaian dan
Pengadministrasi
Umum

dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju
ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubbag Umum dan
i,Aparatur.

VAVAIL

2 Meneliti dan menelaah evaluasi absen, pengaduan tertulis Evaluasi Temuan 15 |Disposisi
temuan atasan/aparat fungsional, jika tidak setuju/bukti belum J__J/ menit
|lengkap memerintahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian [ I
untuk memanggil PNS yang akan dijatuhi hukuman untuk
|diberikan peringatan secara lisan.

3 |Memanggil PNS, memberikan peringatan secara tertulis, Evaluasi/Pengamat | Relatif (Draft Surat Peringatan
'memperhatikan perkembangan peringatan lisan, jika belum dapat ﬁ'/—'] an Tertulis I/11/111
'perubzhan maka membuat Draf Surat Peringatan Tertulis I/11/11] —
diserahkan kepada Sekretaris Dinas.

4 Memeriksa Draf Surat Peringatan I/11/11l, jika tidak setuju /V\ Draft Surat 15 |Draft Surat Peringatan
dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Aparatur untuk TEDY Peringatan Tertulis | menit (Tertulis I/11/11l
diperbaiki, jika setuju diparf dan diserahkan kepada Kepala Dinas. il

5 |Memeriksa Draft Surat Peringatan 1/11/1l, jika tidak setuju Draft Surat 15 |Surat Peringatan

Peringatan Tertulis | menit [Tertulis I/11/111




’, Pelaksana Mutu Baku
No.i Kegiatan Kasubbag|Sekretaris| Kepala Kelengkapan | Waktu Output Keterangan
- Umpeg Dinas Dinas
& |Memanggil PNS, menyerahkan Surat Peringatan I/11/1ll. [F Surat Peringatan 30 |Surat Peringatan
E< Tertulis I/11/111 menit [Tertulis I/11/111

7 Memperhatikan perkembangan PNS, jika dalam masa waktu Draft Surat Relatif |Draft Surat Pernyataan
pengawasan atau pembinaan terhadap PNS tersebut setelah /_ Penyataan Tidak Tidak Puas Secara
diberikan SP I/11/1l masih belum terdapat perubahan maka ﬁ__J Puas Secara Tertulis
'membuat Draf Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, N Tertulis
/diserahkan kepada Sekretaris Dinas.

8 |Memeriksa Draft Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, jika v Draft Surat 5 menit|Draft Surat Pernyataan
‘tidzk setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Aparatur TA Y Penyataan Tidak Tidak Puas Secara
untuk diperbaiki, jika setuju diparaf diserahkan Kepada Kepala \/ Puas Secara Tertulis
Dinas. \ Tertulis

9 |Memeriksa Draft Surat Pernyataan tidak Puas Secara Tertulis, jika Jy  |DraftSurat 5 menitiSurat Pernyataan Tidak
tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika T/ [Penyataan Tidak Puas Secara Tertulis

'setuju ditandatangani, diserahkan kepada Kasubbag Umum & \> ;UES ls.ecara
y [Tertulis

|Aparatur.

30

Surat Pernyataan Tidak

tersebut masih belum ada perkembangan ke arah perbaikan
maka diusulkan untuk Penerbitan Surat Keputusan Penundaan
Kenaikan Gaji Berkala dan selanjutnya jika pada masa pembinaan
tersebut belum terdapat perkembangan kearah perbaikan
diusulkan Penerbitan Surat Penundaan Kenaikan Pangkat,

\diserahkan kepada Sekretaris Dinas

Kenaikan Gaji
Berkala, dan/atau
Draft Surat
Penundaan
Kenaikan Pangkat

10 ’Menerima Surat Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, Surat Pernyataan
'diserahkan kepada PNS I : ]'< Tidak Puas Secara | menit |Puas Secara Tertulis
| Tertulis
11 |Memperhatikan perkembangan penjatuhan disiplin tersebut, jika Draft Surat Relatif | Draft Surat Keputusan
pada masa waktu pengawasan atau pembinaan terhadap PNS Keputusan Penundaan Kenaikan
Penundaan Gaji Berkala, dan/atau

Draft Surat Penundaan
Kenaikan Pangkat




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kas'::::g Sell;l;::'asris l:;;:‘:lsa Kefengkapan: | Waktu Output Keterangan
12 Memeriksz Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Draft Surat 10 |Draft Surat Keputusan
‘Berkalz dan atau Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Keputusan menit |Penundaan Kenaikan
Pangkat, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum Penundaan Gaji Berkala, dan/atau
& Kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan Kenaikan Gaji Draft Surat Penundaan
diserahkan kepada Kepala Dinas Berkala, dan/atau Kenaikan Pangkat
Draft Surat
Penundaan
13 'Memeriksz Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Draft Surat 10 |Surat Keputusan
Berkzlz dan atau Draft Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Keputusan menit [Penundaan Kenaikan
Pangkat, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk Penundaan Gaji Berkala, dan/atau
diperbziki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada fesAIRan ) RikaftsimEPanuRdan
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Berkala, dan/atau Kenaikan Pangkat
, Draft Surat
| Penundaan
14 \Memanggil PNS yang dikenai penjatuhan hukum disiplin, Draft Surat 30 |[Surat Keputusan
imenyerzhzkan Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala C__—\J< Keputusan menit |Penundaan Kenaikan
- Penundaan Gaji Berkala, dan/atau

dan atau Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat

Kenaikan Gaji
Berkala, dan/atau
Draft Surat
Penundaan

Kenaikan Pangkat

Surat Penundaan
Kenaikan Pangkat




Nomor SOP 010.SOP/DKISP-I
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KAHARUDDIN, SS
NIP. 196904012003121006
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA SOP REKAPITULASI KEHADIRAN KERJA PNS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 1. Pendidikan minimal S1
2. Perzturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 2. Bisa mengoperasionalkan komputer
3. Perzturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelzksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.
4. Perzturan Bupati Nunukannomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nunukzn Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara
Dzn Non Aparatur Sipil Negaradi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengusulzn Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS 1. Komputer/Laptop
2. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jikz SOP ini tidzk dilzksanakan maka akan banyak Pegawai Negeri Sipil yang tidak Disiplin Dokumen Kepagawaian
dengan ketentuzn Dinas Kominfo Prov. Kalbar




rd

SOP Rekapitulasi Kehadiran Kerja PNS

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
e Kasubbag
No. Kegiatan Pel
. iy Umpeg | Sekretaris | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Pengelola
Dinas
Aplikasi SIMANJA 10 |Data Aplikasi

1 |Mengupload data dari Aplikasi SIMANJA

]

- Data Aplikasi SIMANJA

menit |[SIMANJA

30 |Data rekap absen

2 |Mengecek rekap absen pegawai harian, dan
'menginput keterangan pegawai yang tidak
|mengabsen berdasarkan bukti pemberitahuan (surat
szkit, surat cuti, surat ijin, surat perintah tugas, surat

h 4

- Surat perintah
- Surat cuti
- Surat ijin / tugas belajar

Data rekap absen

menit

10 |[Rekap absen

[tugas & ijin belajar).
3 |Memprint rekap absen harian diparaf Sekretaris dan

\tandatangani Kadis

menit




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Nomor SOP 009.SOP.DKISP-I

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

KAHARUDDIN, SS
NIP. 196904012003121006

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PEMBUATAN SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)
NAMA SOP DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perzturzn Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Naskah dinas dilingkungan
Pemerintzh Kzabupaten Nunukan.

1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
2. Pernah ikut Bimbingan teknis administrasi umum
3. Bisa mengoperasikan komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. DPASKPD

2. Komputer

3. ATK

4. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
mazka akan menghambat kegiatan penugasan PNS.

1. Kepala Dinas : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan
2. Sekretaris : Lembar Disposisi; Paraf
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian: Lembar Disposisi; Paraf




SOP Pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

]

; Pelaksana Mutu Baku
Kasi/
« K Keterangan
. e s Kasubbag| Staf peisksans Agendaris Sekretarts Mpwa Kelengkapan Waktu Output e
Tugas Dinas Dinas
Terkait
1 Memberi petunjuk dan menugaskan Staf untuk Agenda kegiatan 5 menit |Penugasan lisan

mempersiapkan Telaahan Staf penugasan ‘ | /Undangan dan

perjzlanan dinas. Telaahan Staf

‘Mengetik dan mencetak Telaahan Staf (TS)
‘penugasanperjalanan dinas.

i
i

Penugasan Kasubag/
Kasubid

30 menit

Draft TS
penugasan
perjalanan dinas

3 Memeriksa Telazhan Staf penugasan Draft Telaahan Staf 30 menit|TS penugasan Panah balikan

perjzlanan dinas. penugasan perjalanandinas |menandakan

perjalanan dinas TS perlu
perbaikan

4 Memproses Telazhan Staf penugasan Telaahan Staf 1hari |SuratTugasdan |Lihat

perjzlanan dinas dengan mengetik dan penugasan SPPD Prosedur

mencetzk Surat PerintahTugas (ST) berikut perjalanan dinas Penerbitan

'Surzt Perintzh Perjalanan Dinas (SPPD). SuratTugas

dan SPPD

S Meneruskan ST dan SPPD ke Sekretaris untuk Surat Tugas dan SPPD ljam |Disposisi Surat

\diparaf kemudian diteruskan ke Kepala Dinas Tugas dan SPPD

|untuk ditandatangani.
6 |SPT dan SPPD ditandatangani kemudian Surat Tugas dan SPPD | 10 menit|Surat Tugas dan

dietruskan ke Agendaris. 3 SPPD diteruskan

ke Agendaris

7 |Memberi Nomor pada SPT dan SPPD serta Surat Tugas dan SPPD 1hari |SuratTugas dan

memberi Stempel. e SPPD lengkap

E G dengan Nomor
dan Stempel

8 Menerima SPT dan SPPD sebagai dasar Surat Tugas dan SPPD | Sesuai |Melaksanakan

\pelaksanzan perjzalanan dinas. ( ‘ -.)/ lengkap dengan Nomor perjalanan dinas

| : dan Stempel




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Nomor SOP 007.SOP/DKISP-I

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

KAHARUDDIN, S5
NIP. 196904012003121006

SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR SEKRETARIAT DINAS

NAMA SOP 'Pji!i:\:\NAN USULAN UJIAN PENYESUAIAN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan
atasundang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian
Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nunukan.

3. Pendidikan Minimal S1
4. Bisa mengoperasionalkan komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pengarsipan Surat Keluar

1. Komputer/Laptop
2. Data Pegawai

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika tidak dilakukan sesuai SOP ini, maka pelayanan usulan ujian penyesuaian ijazah tidak
dapat diproses

Dokumen Kepegawaian




_&‘l.

SOP Pelayanan Usulan Ujian Penyesuaian ljazah

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubbag Staf Sekretaris| Kepala Keterangan
Pangusul Umpeg |Kepegawaian Dinas Dinas Sy Wakian Suta
1 Mempersiapkan berkas kelengkapan penyesuaian ijazah SIMPEG, daftar 30 |[Konsep
’kemudizn meneruskan ke Kasubbag Umum dan Kepegawaian ( Y nominatif, dokumen| menit [Usulan
pegawai
2 Menerima, meneliti kelengkapan berkas, membuat konsep SIMPEG, daftar 15 [Konsep
'surat usulan diteruskan ke Staf Kepegawaian. nominatif, dokumen | menit |Usulan
pegawai
3 |Menerima, mengetik konsep surat dan mencetak usulan \ Surat Pengajuandan| 15 |Suratdan
diteruskan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian. —lr- : I kelengkapan berkas | menit |[lampiran
lampiran
£ Menerimz dan meneliti konsep surat dan meneruskan kepada A 4 Surat Pengajuandan| 20 |[Suratdan
‘Sekretaris Dinas. [ S kelengkapan berkas | menit |lampiran
' lampiran
S Menerimea konsep surat, menelitidan memaraf surat untuk Surat Pengajuandan| 15 |Suratdan
diteruskan ke Kepzlz Dinas. kelengkapan berkas | menit |lampiran
lampiran
& Menerimz, meneliti dan menandatangani konsep surat usulan WV Surat Pengajuandan| 15 (Suratdan
penyusuaian ijazah sertz meneruskan kepada Subbag Umum {_ : I kelengkapan berkas | menit (lampiran
dzn Kepegawaian. lampiran
7 Menerima suratyang telah ditandatangani dan menyerahkan \ Surat Pengajuandan| 10 [Suratdan
ke stzf kepegawzizan untuk memberi nomor dan stempel. l —} kelengkapan berkas | menit {lampiran
lampiran
g2 WMemberi nomor dan stempel kemudian mengirimkan ke N Surat Pengajuandan| 25 |Pengiriman
BKPSDM. ‘ 3 ) kelengkapan berkas | menit
lampiran




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Nomor SOP 008.50P/ OwWsP -1 |

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

KAHARURDDIN, SS
NIP. 196904012003121006

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NAMA SOP PENGAJUAN PENSIUN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undzng-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas
Perzturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

3. Perzturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
2. Memahami undang-undang dan peraturan kepegawaian
3. Bisa mengoperasionalkan komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP pengajuan pensiun ini tidak dilaksanakan maka pengajuan pensiun menjadi
terlambat.

1. Kepala Dinas : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan
2. Sekretaris : Lembar Disposisi; Paraf
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Lembar Disposisi; Paraf




&

SOP Pengajuan Pensiun

stempel

yang pensiun dikirim ke
BKPSDM

_ Pelaksana Mutu Baku
No. | Kegiatan Staf Kasubbag|Sekretaris| Kepala Kelesigkapan Waktu Output Keterangan
Umpeg Dinas Dinas
1 iMenyiapkan data dan usulan pegawai yang akan pensiun. Data pegawai 15 |Datausulan pegawaiyang
{ menit |pensiun
2 Memeriksa dan memproses usulan pensiun, jika tidak Data usulan pegawai yang 30 |Datausulan pegawaiyang
|lengkap berkas dikembalikan ke Staf. pensiun menit [pensiun sudah diperiksa
3 Membuat surat pengantar usulan pensiun kemudian Data usulan pegawai yang 10 |Naskah surat pengantar
‘memberikan paraf. pensiun sudah diperiksa Menit [usulan pensiun
4 |Mengoreksi naskah surat pengantar usulan pensiun yang \ Naskah surat pengantar |5 Menit [Surat pengantar usulan
!diajukan sekaligus membubuhkan paraf pada naskah : usulan pensiun pensiun sudah dikoreksi dan
surat dan membuat nota dinas kepada Kepala Dinas. ’\_[ nota dinas ke Kadis
S |Mengoreksi naskah surat yang diajukan sekaligus VY  [Surat pengantar usulan 10 |Surat pengantar usulan
|membubuhkan tanda tangan dan memberikan disposisi T/» pensiun sudah dikoreksi menit |pensiun sudah ditandatangani
kepadz Sekretaris. Apabila ada yang belum lengkap \ / |dan nota dinas ke Kadis dan disposisi Kadis
dikembzlikan pada Sekretaris. Y
6 Menindzklanjuti arahan Kepala Dinas dan memberikan Surat pengantar usulan S menit|Surat pengantar usulan
disposisi kepada Kasubbag umum dan Kepegawaian. pensiun sudah ditanda- pensiun sudah ditanda-
tangani dan disposisi Kadis tangani dan disposisi
Sekretaris
7 [Menindaklanjuti disposisi dan memerintahkan staf untuk Surat pengantar usulan | 5 menit |Surat pengantar usulan
mengirim surat ke BKPSDM e pensiun sudah ditanda- pensiun diberi nomor dan
E = tangani dan disposisi stempel
Sekretaris
8 |Memberi nomor dan membubuhkan stempel selanjutnya Surat pengantar usulan 5 Menit |Surat pengantar usulan SOP surat
surat dikirim ke BKPSDM. ( ) pensiun diberi nomor dan pensiun beserta data pegawai (keluar




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Nomor SOP 006.SOP/DKISP-I

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

KAHARUDDIN, S5
NIP. 196904012003121006

SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR SEKRETARIAT DINAS

NAMA SOP PENGUSULAN UJIAN DINAS

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Perzturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil;

2. Perzturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan
dan Pelzatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

1. Pendidikan minimal D3
2. Pernah ikut Bimbingan administrasi umum
3. Bisa mengoperasionalkan komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1. Komputer/Laptop
2. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilzksanzkan maka pengusulan ujian dinas akan terlambat.

Dokumen Kepegawain




o

SOP Pengusulan Ujian Dinas

diperbaiki. Jika setuju ditandatangani dan
disampaikan kepada Kasubbag Umum dan

Kepegawaian.

berkas pengusulan

Pelaksana Mutu Baku
o WA i, A:;Tr: I‘.:.:'!:si ssreiaty Kepais P:l?sgt::s':‘ ' Kelengkapan Waktu Output Netarngen
Umpeg Kepegawaian Dinas Dinas Persuratan

1 [Menerima surat dari BKPSDM tentang Surat dari BKPSDM 5 menit{Surat dari Terkait SOP
pengusulan ujian dinas, selanjutnya BKPSDM dan Surat
memerintahkan Pemroses Administrasi Q Lembar disposisi Masuk
Kepegawaian untuk menginventarisir PNS yang —
memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian
dan membuat draft surat pengusulan.

2 |Menginventarisir PNS yang memenuhi Surat dari 60 |Draft surat usulan dan
persyaratan yang diminta dan mengumpulkan \ BKPSDM dan menit {jumlah PNS yang akan
kelengkapan data pegawai dan mengetik )i s Lembar disposisi diusulkan
konsep/draft surat usulan dan diserahkan
kepada Kassubag Umum dan Kepegawaian.

3 |Memeriksa kelengkapan persyaratan PNS yang SK CPNS, SKP, SPMT 20 |Draft surat usulan yang
akan diusulkan ujian dinas dan draft surat \ menit |sudah diparaf Kasubbag
usulan, jika tidak setuju dikembalikan kepada T &y Umum dan
Pemroses Administrasi Kepegawaian untuk L</ Kepegawaian dan
diperbaiki. Jika setuju diparaf dan disampaikan A berkas pengusulan
kepada Sekretaris Dinas.

4 |Memeriksa kelengkapan persyaratan PNS yang Draftsuratusulanyang| 20 |Draftsuratusulanyang |Terkait SOP
akan diusulkan ujian dinas dan draft surat sudah diparaf menit [sudah diparaf Sekretaris |surat keluar
usulan, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Dinas dan berkas
Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk Kepegawaian dan pengusulan
diperbaiki.Jika setuju diparaf dan disampaikan berkas pengusulan
kepada Kepala Dinas.

5 |Memeriksa draft surat usulan, jika tidak setuju Draftsurat usulanyang| 10 |Surat usulan dan berkas
dikembalikan kepada Sekretaris untuk sudah diparaf menit |pengusulan

Sekretaris SKPD dan




f‘

i Pelaksana Mutu Baku
' . Pemroses Pengadmi
o Kegiat: Keteran
adisc n— PRIy Administrasi pescetady Kapla nistrasi Kelengkapan Waktu Output -
‘ Umpeg Dinas Dinas
: Kepegawaian Persuratan
6 |[Menerima surat pengusulan ujian dinas dan Q Surat Usulan dan 5 menitjSurat usulan dan berkas
|memerintahkan Pengadministrasi Persuratan [‘_—\ ¢ Berkas Pengusulan pengusulan
luntuk mengagendakan. —
7 |Mengagendzkan dan diserahkan kepada Caraka Surat Usulan dan 15 |(Suratusulan dan berkas |Terkait SOP
!untuk mengirim surat pengusulan ujian dinas >‘\ ) |Berkas Pengusulan menit |[pengusulan Surat
kepada BKPSDM. Keluar




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Nomor SOP 005 .50¢p /owisg-T

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

NIP. 196904012003121006

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NAMA SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT REGULER

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Jabatan Pangkat;

1. Pendidikan Minimal SLTA

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Peruahan dari Peraturan 2. S1Umum
3. Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penanganan Surat Masuk

1. Komputer/Laptop

2. Alat Tulis Kantor

3. Buku Agenda

4. Surat usulan kenaikan pangkat

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kenaikan pangkat reguler tidak dapat diproses.

Data Kepegawaian




[

SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat Reguler

Pelaksana Mutu Baku
e e Staf K::::::g Sell;rI:;asris l:i':‘ :': Pengusul Kelengkapan Waktu Output HChr—

1 Membuat daftar nama PNS yang akan naik Daftar usulan PNS yang 2 hari |Daftar usulan PNS yang akan
fpangkat. ‘ 4 } akan naik pangkat naik pangkat

2 |Memberitzhukan kepada PNS yang akan naik Daftar PNS yang akan 3 hari {Jumlah kebutuhan Kenaikan
pangkat untuk melengkapi berkas. naik pangkat, SK Pangkat Pangkat

Terakhir, SK Jabatan
Terakhir, SKP 2 tahun
terakhir

3 |Menyampazikan berkas usulan Kenaikan Surat terlampir jumlah 2 hari [Jumlah kebutuhan Kenaikan
Pangkat ke Kasubbag Umpeg Kenaikan Pangkat Pangkat

4 |Menczatzt dan meneliti kelengkapan berkas Surat terlampir jumlah 1 hari [Jumlah Kenaikan Pangkat
\usul Kenaikan Pangkat. Kenaikan Pangkat

S |Berkas usul Kenzikan Pangkat yang sudah Konsep Surat pengantar | 1hari [Jumlah Kenaikan Pangkat
|diteliti dan diszhkan oleh Kasubbag Umpeg pengusulan dan
diteruskan ke Sekretaris Dinas. klengkapan

6 |Usulan Kenzikan Pangkat ditandatangani. Konsep Surat pengantar | 1jam |Notayangsudah di

pengusulan dan tandatangani
; klengkapan

7 |Usulan Kenaikan Pangkat ke BKPSDM yang Nota yang sudah 1ljam [Konsep Surat pengantar
sudah ditandatangani Kepala Dinas E—-I’ ditandatangani pengusulan dan kelengkapan
disampaikan ke Kasubbag Umum dan —

Aparatur untuk diteruskan ke BKPSDM.

8 Menugaskan Pengelolz unit kerja membuat Surat Pe’ngantar yang 1 hari |Surat Pengantar yang sudah
surat pengantar dan mengirimnya ke C}< sudah di tandatangani di tandatangani dan diberi
BKPSDM dan nota pengusulan nomor dan stempel
‘. serta kelengkapan




w

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Nomor SOP 004 . gop /owise-T |

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

KAHARUDDIN, SS
NIP. 196904012003121006

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PELAYANAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
NAMA SOP KENAIKAN GAJI BERKALA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Perzturan Pemerintah Rl Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

4. Perzturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 40 Tahun 2015 tentang Ketentuan
Teknis Pelzksanaan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji
Pokok PNS menurut Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2014 ke dalam gaji pokok PNS
menurut Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015.

1. Pendidikan Minimal D3

2. Memahami Undang-undang dan Peraturan Kepegawaian
3. Pernah ikut Bimbingan Teknis Administrasi Kepegawaian
4. Bisa mengoperasikan komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. Komputer

2. Printer

3. ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP Pelayanan Penerbitan SK Gaji Berkala tidak diterbitkan mengakibatkan tertundanya
penerimaan Gaji Berkala PNS, dan berpengaruh terhadap Daftar Gaji

1. Kepala Dinas : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan
2. Sekretaris : Lembar Disposisi; Paraf
3. Kasubbag Umum dan Aparatur : Lembar Disposisi; Paraf




SOP Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala

7 |Memberi nomor dan membubuhkan stempel

|selznjutnya surat dikirim ke BitRs0M B4 D

nomor dan stempel

i Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag
NOJ g Staf Umum & |Sekretaris| Kadis Kelengkapan Waktu Output -

| Aparatur

1 Merekap nama-nama PNS daribuku jaga untuk SK Pangkat terakhir, SK | 15 menit |Berkas pegawai
?mengusulkan KGB M3 periode C) KGB terakhir, SKP, SK yang akan KGB
'tertentu dan menghimpun berkas persyaratan Jabatan terakhir
'yang telah ditentukan BRESORp

2 'Membuat surat pengantar, mengoreksi, kemudian L:Ll_u Berkas pegawai yang 10 menit |Naskah surat
{memberikan paraf. akan KGB pengantar

3 |Mengoreksi naskah surat yang diajukan sekaligus Naskah surat pengantar| 5 Menit |Naskah surat
'!membubuhkan paraf pada naskah surat dan V_I pengantar sudah
/membuat nota dinas kepada Kepala Dinas. I;rl dikoreksi dan nota
§ Dinas ke Kadis

4 |Mengoreksi naskah surat yang diajukan sekaligus b4 Naskah surat pengantar| 10 menit [Surat pengantar
'membubuhkan tanda tangan dan memberikan T/ sudah dikoreksi dan sudah
\disposisi kepada Sekretaris. Apabila ada yang N nota Dinas ke Kadis ditandatangani dan
|belum lengkap dikembalikan pada Sekretaris. Y disposisi Kadis

5 |Menindaklanjuti arahan Kepala Dinas dan Surat pengantar sudah | 5 menit [Surat pengantar
1lmemberikan disposisi kepada Kasubbag. I_—-., ditanda-tangani dan sudah ditanda- ’
& — disposisi Kadis tangani dan -
} disposisi Sekretaris

6 'Menindaklanjuti disposisi dan memerintahkan Surat pengantar sudah | 5 menit |Surat pengantar
‘staf untuk mengirim ke BxPs@aRy BYRAD | __|'< ditandatangani dan diberi nomor dan

disposisi Sekretaris stempel
Surat pengantar diberi | 5 Menit |Surat pengantar

dikirim ke BKPSDM




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Nomor SOP 00 .%0pP /oKisp-T .

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

KAHARUDDIN, SS
NIP. 196904012003121006

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NAMA SOP PENANGANAN SURAT KELUAR

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan
Departemen Dalam Negeri.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di
lingkungan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Naskah dinas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

1. Pendidikan minimal SMA.
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi unit kerjanya.
3. Menguasai administrasi ringan.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penanganan Surat Masuk

1. Surat masuk
2. Buku Agenda.
3. Stempel Tangal.
4, Buku Ekspedisi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidzk dilaksanakan maka surat keluar akan terlambat pengirimannya.

1. Kepala Dinas : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan
2. Sekretaris : Lembar Disposisi; Paraf
3. Kasubbag Umum dan Aparatur : Lembar Disposisi; Paraf




}u

SOP Penanganan Surat Keluar

Mencatat surat keluar dalam Buku

Ekspedisi (BE) dan mengirimkannya.

Pengirim Surat

, Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan SEEvEaI Kepala Pengirim Keteranga
j Staf |Dinas/Kepala Kasubbag | Agendaris Kelengkapan |Waktu Output "1
. Dinas Surat
Bidang
[Menyampaikan konsep surat keluar Maksud telaahan staf{ 30 |Konsep surat keluar]
%kepada Sekretaris/Kabid Dinas. menit
Memeriksa konsep surat keluar. Konsep surat keluar 10 |Konsep Panahbalikan
menit |pertelaahanstaf |menandakan
konsep perlu
perbaikan
Menelazh konsep surat keluar. Konsep surat keluar 10 |[Konsep surat keluarPanahbalikan
menit |hasil pertelaahan |menandakan
konsep perlu
perbaikan
Menandatangani surat keluar. Konsep surat keluar 5 |Disposisi
hasil pertelaahan menit |penanganan surat
keluar
Mendisposisi kelanjutan proses surat L—I Surat keluar disposisi| 10 |[Disposisi
keluar kepada Kasubbag. Kadis menit |penanganan surat
keluar
Mendisposisi kelanjutan proses surat Surat keluar disposisi| 10 |Disposisi
keluar kepada Agendaris. L" Sekretaris Dinas menit |penanganan surat
keluar
Memberi nomor dan stempel pada Surat keluar disposisi| 5 |Surat keluar sudah
isurat keluar dan mencatatnya dalam Kasubag/Kasi menit |diberi nomor dan
|Buku Agenda Surat Keluar (BASK). stempel
Menggandakan surat dan menyimpan Surat keluar lengkap 10 |Surat keluar
salinannya. dengan nomor dan menit |diterima Pengirim
stempel Surat
Surat keluar diterima | 1 hari |Mengirim surat




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN

Nomor SOP 001.SOP/DKISP-I

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

PERSANDIAN KAHARUDDIN, SS
NIP. 196904012003121006
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA SOP PENANGANAN SURAT MASUK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan
Departemen Dalam Negeri.

2. Perzturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di
lingkungan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Naskah dinas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

1. Pendidikan minimal SMA
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi unit kerjanya.
3. Menguasai administrasi ringan.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penanganan Surat Keluar

1. Surat masuk

2. Buku Agenda.
3. Stempel Tanggal.
4. Buku Ekspedisi

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidzk dilaksanakan maka surat masuk terlambat sampai ke tujuannya.

1. Kepala Dinas : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan
2. Sekretaris : Lembar Disposisi; Paraf
3. Kasubbag Umum dan Aparatur : Lembar Disposisi; Paraf




B

SOP Penanganan Surat Masuk

Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag H :
No. Kegiatan - Sekretaris | Kepala Bidang K Keterangan
elengkapan Waktu Output
Agaendaris|. Umin & Dinas Dinas Terkait shap P
Aparatur
1 Agendaris Mencatat surat dalam Buku Surat masuk, BASM 15 menit |Surat masuk Surat masuk
Agenda Surat Masuk (BASM), dan LD terlampiri LD harus
melampirinya dengan Lembar Disposisi tercatat
(LD) R i i dalam BASM
2 Menelzah maksud surat dan memaraf \L‘I Surat masuk terlampiri|20 menit |Surat masuk dan
LD. LD LD yang sudah
diparaf

Surat masuk dan LD

30 menit

Surat masuk Kadis

3 Menelazh maksud surat dan o
'menyampaikan surat khusus. | ) ia“g ;u:/a'l(m diparaf diterima Sekretaris
‘ asubag/ Kasi
4 \Mendisposisi maksud surat. j Surat masuk 30 menit (Disposisi
| tindaklanjut surat |
5 iMeneruskan surat disposisi Kabid. E_I’ Surat disposisi Kabid |30 menit |Disposisi surat |
| isal dan Buku Ekspedisi
6 Menerima surat disposisi Kadis. Surat disposisi Kadis Lihat SOP
Penanganan

|Surat Keluar




g

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Nomor SOP 003.%00°/ DKISP-T ,

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

KAHARUBDIN, SS
NIP. 196904012003121006

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NAMA SOP PENGAJUAN CUTI PEGAWAI

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.01/SE/1977 tentang
Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Naskah dinas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

1. Pendidikan Minimal D3

2. Memahami Undang-undang dan Peraturan Kepegawaian
3. Pernah ikut Bimbingan Teknis Administrasi Kepegawaian
4. Bisa mengoperasionalkan komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. ATK

3. Form Permohonan Cuti

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penataan administrasi kepegawaian tidak tertib
sehingga hak dan kewajiban pegawai tidak terlaksana dengan baik.

1. Kepala Dinas : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan

2. Sekretaris : Lembar Disposisi; Paraf
3. Kasubbag Umum dan Aparatur : Lembar Disposisi; Paraf




SOP Pengajuan Cuti Pegawai

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubbag/|Sekretaris/ KasuRbag i & Kepala Keterangan
Pegawai Kasi Kabid Kepegawaian Biiiae Kelengkapan | Waktu Output
1 [Mengisi dan mengajukan usulan kepada Mengisi Form 30 |Form usulan cuti
atasan langsung dan diparaf oleh Permohonan Cuti| menit |yang sudah diisi
Kasubbag/Kasi.
2 |Memaraf dan meneruskan ke Form usulan cuti 15 |[Permohonan izin
Sekretaris/Kabid untuk ditandatangani. yang sudah diisi | menit |cuti
3 |Menandatangani jika setuju dan Permohonanizin| 30 |Permohonan izin
menyerahkan ke Kasubbag cuti menit |cuti
Kepegawaian untuk dibuatkan
pengantarnya, jika tidak
mengembalikan ke staf yang bersangkutan.
4 |Membuat surat pengantar ke Kasubbag | Permohonanizin | 30 |Surat pengantar
Umum dan Kepegawaian. cuti menit [dan permohonan
izin cuti
5 |Memproses penerbitan izin cuti dan :FL Surat pengantar | 1jam |Surat pengantar
meneruskankannya ke Kadis untuk dan permohonan dan permohonan
ditandatangani. izin cuti izin cuti
6 |Permohonan cuti disetujui dan Ej Surat pengantar 30 |Surat pengantar
ditandatangani oleh Kadis, mengembalikan dan permohonan| menit |dan permohonan
ke Kasubbag Umum dan Aparatur. izin cuti izin cuti yg sdh
ditandatangani
7 |Menyampaikan persetujuan cuti kepada I:—., Surat pengantar |5 menit|{Surat cuti yang
pegawai/ pemohon. g _d?“ permohonan sudah disetujui
izin cuti yg sudah
ditandatangani
8 |Menerima persetujuan cuti. G Surat cutiyang |5 menit{Persetujuan Cuti
sudah disetujui diterima
\ oleh Kadis pemohon




Nomor SOP 026.SOP/DKISP-I
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KAHARUODIN, SS
NIP. 196504012003121006
SUB BAGIAN SUNGRAM KEUANGAN DAN PELAPORAN NAMA SOP PENGAJUAN SPP LS BARANG DAN JASA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Perpres Nomor 70 Tehun 2012 tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa; 1. SLTA/D3

2. Permendagri Nomor 13 Tzhun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Perzturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 11 Tahun
2007 tentzng Standar sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah;

4, Perzturzn Bupzti Nomor 61 Tzhun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
Badan Uszhz Milik Dzerzh

2. Operasional Komputer
3. Memiliki ketelitian dalam pengelolaan Keuangan
4. Memiliki tanggungjawab dan disiplin waktu

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunzn SPJ Fungsional
2. SOP Penyusunan Lzporzn Rezlisasi Anggaran dan Neraca

1. Komputer/Laptop dan Peralatan Pendukung Lainnya
2. DPA

3. Daftar Standar Harga

4. Form SPP LS Barang dan Jasa

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jikz SPP LS Barang dan Jzsa tidzk dilaksanakan sesuai SOP maka menggangu proses pencairan
znggaran dan padaz zkhirmya mengganggu kelancaran operasional dan Kegiatan Dinas
¥ominfo Prov. Kzlbar

| 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

2. Dokumen SPP LS Barang dan Jasa




SOP Pengajuan SPP LS Barang Dan Jasa

f Pelaksana Mutu Baku |
‘ Kasubbag A §
No. Kegiatan Sekretaris| Kepala {Keterangan

| PPTK Proil:eup Dinas Dinas Kelengkapan | Waktu Output

1 Menyiapkan draft SPP LS Barang dan Jasa berdasarkan dokumen DPA; 1hari |Draft SPP Barang
|pendukung yang ada lalu diserahkan ke bendahara untuk Standar Harga dan Jasa
diverifikasi

2 |Memverifikasikan Draf SPP LS Barang dan Jasa baik kelengkapan \7 Draft SPP 10 |Draft SPP Barang
|dan kesesuaian lalu diserahkan ke Kasubag Prog Keuangan dan T/\ Y Barang dan Jasa | menit |dan Jasa
\Pelaporan \/

3 |Memeriksa draf SPP LS Barang dan Jasa lalu membuat SPM LS 4 Draft SPP 2 jam |Tersusunnya Draft
barang dan jasa dan diserahkan ke Kepala Dinas T \Y Barang dan Jasa SPP dan SPM LS
' V Barang dan Jasa

4 |Memeriksa kesesuai berkas SPP dan melakukan pengesahan Draft SPP dan 10 [SPPdan SPM LS
selaku Pengguna Anggaran untuk kemudian diajukan ke BUD yang SPMBarang dan | menit |Barang dan Jasa
;akan menerbitkan SP2D Jasa yang telah disahkan




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Nomor SOP 027.SOP/DKISP-I

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS

KAHARUDDIN, SS
NIP. 196904012003121006

PELAKSANAAN VERIFIKASI SURAT

SUB BAGIAN SUNGRAM KEUANGAN DAN PELAPORAN NAMA SOP PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) KEUANGAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 23 Tzhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. SLTA/D3
2. PP No. 12 Tehun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Memiliki ketelitian dalam Pengelolaan Keuangan
3. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Memiliki Tanggungjawab dan Disiplin waktu
4, PP No.71Tzhun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri No.55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampainnya;

7. Perda No. 4 Tzhun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Permenpan No. PER/21 M.PAM/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan SPJ Fungsional 1. DPA
2. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca 2. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila pelaksana verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan terlambat dibuat
maka pengajuan percairan akan tertunda

Disimpam sebagai data elektronik dan manual




SOP Pelaksanaan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan

aplikasi CMS/ATKP

' Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubbag |Bendahara/|Sekretaris| Kepala Kelengkapan | Waktu Output Keterangan
Keuangan staf Dinas Dinas
1 |Menerima SPJ dan kelengkapannya dari PPTK SPJ dan 5 menit |SPJ dan dokumen
dokumen pengajuan
pengajuan
2 |Melakukan pengecekan SPJ dan dokumen pengajuan dari PPTK dan \/) T SPJ dan 1jam |[SPJdan dokumen
menyerahkan kepada Kasubbag Keuangan dokumen pengajuan
T pengajuan
3 |Melakukan Verifikasi SPJ dan dokumen pengajuan dengan DPA, jika \ Y SPJ dan 30 [SPJdan dokumen
tidak setuju mengembalikan ke Bendahara untuk diperbaiki, jika setuju G0 %3 dokumen Menit |pengajuan
menandatangani form verifikasi dan menyerahkan ke Sekretaris K / pengajuan
4 |Memeriksa SPJ dan dokumen pengajuan dengan DPA dari Kasubbag Y SPJ dan 30 |SPJdan dokumen
Keuangan dan Aset, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbag o dokumen Menit |pengajuan
Keuangan dan jika setuju memberi paraf dan menyerahkan ke );] pengajuan
Kadis
S |Memeriksa SPJ dan dokumen pengajuan dengan DPA dari Sekretaris, jika T /" SPJ dan 30 |SPJdan dokumen
tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris dan jika setuju \> dokumen Menit |pengajuan
mengesahkan untuk dibayar dan menyerahkan ke Sekretaris pengajuan
6 |Menyerahkan SPJ dan dokumen pengajuan dengan DPA kepada y [SPJdan 10 |Disposisi
Kasubbag Keuangan E( dokumen menit
| pengajuan
7 IMenyerahkan SPJ dan dokumen pengajuan kepada Bendahara untuk SPJ dan 30 |melakukan
dilakukan Pembayaran secara Transfer dengan menggunakan aplikasi dokumen menit |pembayaran secara
\CMS/ATKP () pengajuan Transper dengan
menggunnakan




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN

Nomor SOP

025.SOP/DKISP-I

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

KEPALA DINAS

PERSANDIAN KAHARUODIN, SS
NIP. 196904012003121006
SUB BAGIAN SUNGRAM KEUANGAN DAN PELAPORAN NAMA SOP PENGAJUAN SPP UP/TU/GU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. PP No.71Tzhun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
2. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Penyusunan Laporan Keuangan
3. Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun Laporan Keuangan,

Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampainnya;

Perdz No. 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

permenpan No. PER/21 M.PAM/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.

o

menganalisa data dan informasi laporan keuangan
3. Memiliki kemampuan membuat SPP UP/TU/GU

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer/Laptop dan Peralatan Pendukung Lainnya

2. DPA
3. Pengesahan SPJ
4

. BKU

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika Pengajuan SPP UP/TU/GU tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mengganggu proses
pencairan anggaran Dinas Kominfo Prov. Kalbar dan pada akhirnya mengganggu kelancaran
operasional dan kegiatan Dinas Kominfo Prov. Kalbar

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Dokumen SPP UP/TU/GU




SOP Pengajuan SPP UP/TU/GU

melakukan pengesahan selaku Pengguna Anggaran untuk
kemudian diajukan ke BUD yang akan menerbitkan SP2D

telah disahkan

Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag :
No. Keglatan Staf/ Keuiangan Sekretaris| Kepala Kelengkapan |Waktu Output {Keterangan
Operator it Asel Dinas Dinas
"1 'Staf menylapkan draft SPP UP/TU/GU berdasarkan dokumen Form SPP 1 hari |Draft SPP UP/TU/GU
pendukung yang ada ( : C') UP/TU/GU
2 'K‘iéhbbag"Prés4d>ar~\“k'eﬁéwr;_g’ag-ﬁ;én—;\‘/eriﬁkasl Draf SPP UP/TU/GU T Y Draft SPP 10 (Terverifikasinya
menguji kelengkapan dan menandatangani < : UP/TU/GU menit [Draft SPP UP/TU/GU
Y
'3 Kasubbag Prog dan Keuangan mebuat SPM UP/TU/GU e Draft SPM 2 jam |Tersusunnya Draft
berdasarkan SPP dan diserahkan ke Kepala Dinas l [ UP/TU/GU EZ?SZ;SSM
"2 Sekretaris memeriksa kesesuain berkas SPP dan SPM UP/TU/GU 2 Draft SPP dan 10 ([Tersusunnya Draft
I s [ SPM UP/TU/GU | menit [SPP dan SPM
DR UP/TU/GU
5 Kepala Dinas memeriksa kesesuaian berkas SPP dan SPM \ Draft SPP dan 10 |SPPdan SPM
( Rk ) SPM UP/TU/GU | menit |UP/TU/GU yang i




Nomor SOP 024.SOP/DKISP-I
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KAHARUDDIN, SS
NIP. 196904012003121006
PENYUSUNAN SURAT
SUB BAGIAN SUNGRAM KEUANGAN DA
AIREERFORAN PAMA SR PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) FUNGSIONAL
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. SLTA/D3
2. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Operasional Komputer
3. PP No.8Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Memiliki ketelitian dalam Pengelolaan Keuangan
4. PP No.71Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; saieic A e
3 4. Memiliki Tanggungjawab dan Disipl kt
5. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ki RSN ESEaEaR ERo R
6. Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampainnya;
7. Permenpan No. PER/21 M.PAM/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan CALK (1) Komputer/Note Book; (2).Printer; (3) DPA; (4) Jaringan Internet; (5)
2. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Laporan Realisasi Anggaran; (6) ATK

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Keakuratan penyusunan SPJ Fungsional akan menentukan Laporan Keuangan Disimpam sebagai data elektronik dan manual

2. Apabila penyusunan SPJ Fungsional tidak benar maka Laporan Keuangan akan tidak akurat




SOP Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional

, | Pelaksana Mutu Baku
No.i Kegiatan Pelaksana| Bendahara | Kasubbag|Sekretaris| Kepala Kalknakapan | Wkt Ovtput Keterangan

J Pengeluaran

1 |Menerima SP2D dari BPKPD dan bukti SPT,SPPDdan | 2Hari |BukuKasUmum
ladministrasi pelaksanaan kegiatan dari bukti syah
'pelaksanaan dan dibukukan sesuai dengan lainnya
\ketentuan yang berlaku
iMembukukan bukti administrasi ke dalam buku Buku Kas Umum| 4 Hari [Buku Panjar, Buku
kas umum, selanjutnya dirinci dalam buku kas dan Buku Kas Kasir, Buku Pajak,
pembantu sebagai bahan untuk pengajuan draft Pembantu Buku Obyektif per
;SPJ Fungsional. > A5 rekening, Konsep
[Menyusun konsep laporan SPJ Fungsional dan —J SPJ Fungsional
menandatangani konsep laporan SPJ Fungsional
funtuk disampaikan Kepada Kasubbag Keuangan
Menyusun konsep laporan SPJ Fungsional dan Konsep SPJ 1Hari |Konsep SPJ
menandatangani konsep laporan SPJ Fungsional Fungsional Fungsional, surat
untuk disampaikan Kepada Kasubbag Keuangan pengantar
Memeriksa konsep laporan SPJ Fungsional, jika Konsep SPJ 1Hari (Konsep SPJ
telah sesuai diparaf dan dibuatkan surat Fungsional, Fungsional yang
pengantar untuk disampaikan kepada Sekretaris, surat pengantar telah diparaf, surat
jika tidak sesuai dikembalikan kepada Bendahara pengantae
untuk diperbaiki kembali.
Memeriksa konsep laporan SPJ Fungsional, jika K°“Sef’ SPJ 1Hari |Konsep SPJ
telah sesuai diparaf dan dibuatkan surat Fungsional yang Fungsional yang
pengantar untuk disampaikan kepada Kadis, jika telah diparaf, telah _
tidak sesuai dikembalikan kepada Kasubbag R ditandatangani,
Keuangan untuk diperbaiki kembali. SHTIRDEnganar




; Pelaksana Mutu Baku
No. |
o | Kegiatan Pelaksana | Bendahara |Kasubbag Sekfetaris Kepala Calatickmiari | Wakti Output Keterangan
Kegiatan | Pengeluaran|Keuangan| Dinas Dinas
6 Menerima dan menandatangani Laporan SPJ Konsep SPJ 15 Menit |Disposisi
Fungsional beserta surat pengantarnya dan Fungsional yang
diserahkan kepada Sekretaris untuk telah
ditindaklanjuti ditandatangani,
surat pengantar
7 Menugaskan Kasubbag Keuangan untuk Disposisi 15 Menit|Disposisi
; i lanjuti S S
menindaklanjuti dan meneruskan ke BPKAD l _J\
8 Menugaskan Fungsional Umum untuk Konsep SPJ 15 Menit|Dokumen Laporan [SOP
Fungsional yang SPJ Fungsional Pendokumenta

'‘mendokumentasikan Laporan SPJ dan
‘meneruskan ke BPKAD

telah
ditandatangani,
surat pengantar

dan Disposisi

sian Dokumen




Nomor SOP 023.SOP/DKISP-1I
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KAHARUDOIN, SS
NIP. 196904012003121006
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
SUB BAGIAN SUNGRAM KEUANGAN DAN PELAPORAN NAMA SOP KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No. 23 Tzhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 1. SLTA/D3/S1Jurusan Ekonomi Akuntansi

2. PP No. 12 Tzhun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Operasional Komputer

3. PP No.8Tzhun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Menmiliki ketelitian dalam Pengelolaan Keuangan
4. PP No.71Tzhun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 4. Memiliki Tanggungjawab dan Disiplin waktu

5. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Permendagri No. 55 Tzhun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

o N

Pertanggungjewzban Bendahara Serta Penyampainnya;

Perdz No. 4 Tzhun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Permenpan No. PER/21 M.PAM/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP Pemerintah;
Perzturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Dzerzh.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Penyusunan CALK
2. SOP Penyusunan Lzporan Realisasi Anggaran dan Neraca

(1) Komputer/Note Book; (2) Printer; (3) Jaringan Internet; (4)
DPA; (5) Laporan Realisasi Anggaran; (6) ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan dan Akhir Tahun terlambat dibuat
mzka proses rekonsilisasi laporan juga terlambat

Disimpam sebagai data elektronik dan manual




SOP Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran Dan Akhir Tahun

Pelaksana Mutu Baku
Kasubbag
No. Kegiatan Ketsozan Ben::z:\fara/ Sel;ri::asrls KDeI;:‘:La Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 'Menerima disposisi dari sekretaris Dinas dan meneruskan kepada Disposisi Surat 5 menit|Disposisi Surat
\Staf untuk menyiapkan data yang digunakan dalam penyusunanan ‘ )
|Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
2 'Menyiapkan data untuk menyususn Laporan Keuangan r_y Disposisi Surat 2jam [Konsep Laporan
'Semesteran dan Akhir Tahun dan menyerahkannya kepada Kasub S Keuangan Semesteran
|Keuangan dan Akhir Tahun
3 |Memeriksa data laporan yang dibuat staf, jika tidak disetuju Konsep Laporan 1jam |Konsep Laporan
Imengembazlikan kepada bendahara dan jika setuju, akan membuat Keuangan Keuangan Semesteran
neraca, CALK untuk melengkapi berkas Laporan Keuangan Akhir Semesteran dan dan Akhir Tahun
Tahun memberi paraf dan menyerahkan ke Sekretaris Akhir Tahun
4 |Memeriksa laporan dari Kasubag Keuangan, jika tidak setuju Y Konsep Laporan 30 |Konsep Laporan
'mengembalikan kepada Kasubag Keungan dan jikasetuju T /\ Keuangan Menit |Keuangan Semesteran
‘membubuhkan paraf dan menyerahkan ke Kadis \/ Semesteran dan dan Akhir Tahun
; Akhir Tahun
5 Memeriksa laporan dari Sekretaris, jika tidak setuju Konsep Laporan 30 |Konsep Laporan
'mengembalikan kepada Sekretaris dan jika setuju mengesahkan Keuangan Menit |Keuangan Semesteran
dan menyerahkan ke Sekretaris Semesteran dan dan Akhir Tahun
Akhir Tahun
6 Menyerahkan Laporan kepada Kasubag Keuangan Laporan Keuangan 10 |Disposisi
Semesteran dan menit
Akhir Tahun
7 Menyerzhkan Laporan kepada staf untuk dikirim BPKAD dan vV Disposisi 10 |Disposisi
/mendokumentasikannya Ej menit
g |Menyerahkan Laporan kepada BPKAD dan Disposisi 10 |Dokumen Laporan
\mendokumentasikannya >C:) menit |Keuangan Semesteran
; dan Akhir Tahun dan
tanda terima




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Nomor SOP 023.SOP/DKISP-I

Tanggal Pembuatan

Tanggal Reyisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NAMA SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM

KUALISIFIKAST PELAKSANA

L

)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Peratuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Proces).

1.  Memahami tentang cara penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menten Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemenntah

3. Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instasni Pemerintah.
| 4. Peraturan Mernteri-Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. Rencana Aksi Kinerja 1. Dokumen RPJMD
2. Pencapaian Hasil Pemantauan Rencana Aksi Per triwulan 2. Dokumen RENSTRA
3. Evaluasi Internal 3. Dokumen Renja
4. Pcranjian Kinerja
5. Laptop / Komputer
6. ATK
7. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

-

|

“ Apabila pengukuran data capaian kinerja terlambat maka terdampak kepada terhambatnya
. penyusunan SAKIP pada tahun berjalan

Buku Dokumentasi dan Arsip Data Kinerja




Prosedur Pengumpulan Data Kinerja

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN

J

o SRAISREETE KEPALA | SEKRETARIS | KABID | JFP/KASUBAG | STAF KELENGKAPAN | WAl OUTPUT

1 | Kepala Dinas memerintahkan Sekretaris [ —— Blanko Nota Dinas 5 Menit Nota Dinas
Untuk melakukan pengukuran kinerja

2 | Sckretaris memberikan arahan kepada Nota Dinas 60 Menit | Sprcadsheet Kertas
Fungsional Perencana untuk melaksanakan T Kerja Pengumpulan
kegiatan penngukuran kinerja g ! Data Kinerja

3 | Fungsional Perencana Menyusun Rencana | Notulen Rapat 120 Menit Program Kega
Kegiatan Pengukuran Kinerja i Kegiatan

|

4 | Fungsional Perencana Merekap Scluruh Kertas Kerja 120 Menit | Rekapitulast hasil
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Untuk Pengukuran Kinerja pengukuran kinerja
Tiap-tizp tujuan / sasaran/ program /
kegiatan dan rencana kegiatan pengukuran
kinerja [

5 | Fungsional Perencana melaporkan hasil | Rekapitulasi hasil 30 Menit | Draft Laporan Hasil
rekapitulasi pengukuran kinerja kepada * - pengukuran data kinerja Pengukuran Data
sckretans ‘ Kinerja

6 | Sekretaris menganalisa hasil rekapitulasi Draft Laporan Hasil 90 Memt Laporan Hasil
pengukuran kinerja, apabila setuju akan Pengukuran Data Pengukuran Kinerja,
digunakan sebagai bahan untuk penyusunan * Kinerja Lembar Disposisi
Laporan Kinerja dan Evaluasi. Jika tidak
maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai
arahan

7 | Sekretaris melaporkan data pengukuran TIDAK Laporan Hasil 30 Menit Disposis1 Kepala
kinerja kepada Kepala Dinas < pengukuran kinerja, Dinas

YA Lembar Disposisi
{ 8 | Pengarsipan Hasil Pengukuran Kinerja i Arsip Hasil pengukuran
% — s o Data Kinerja




PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Nomor SOP

024.SOP/DKISP-I

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efcktif

Disahkan Oleh

Pembinda Utam Muda, IV/c
NIP. 19690401 200312 1 006

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NAMA SOP

PENGUMPULAN DATA KINERJA

“DASAR HUKUM

KUALISIFIKASI PELAKSANA

1.

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitasi Kinerja Instansi
Pemenntzh

W B )N

Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
Memahami Target tercapai Program dan Kegiatan yang diinginkan
Memahami Renstra OPD

Memahami SOTK Dinas
2 Peratuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Memahami IKU
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3 Peratuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
i KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
| 1. SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 1. Dokumen RENSTRA
| 2 SOP Pengumpulan Data Kinerja 2. Dokumen RENJA
| 3. RKA/DPA
x 4, Perjanjian Kinerja
| 5. Alat Tulis Kantor
| 6. Laptop / Desktop
[ PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

f Apabila pengumpulan data capaian kinerja terlambat maka terdampak kepada terhambatnya
| penvusunan SAKIP pada tzhun berjalan

Dokumen dicatat dan disimpan sebagai bahan penyusunan dan pelaporan SAKIP




Prosedur Pengumpulan Data Kinerja

: ‘ PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
| N
| SISSSESE - KEPALA | SEKRETARIS | KABID | JFP/KASUBAG | STAF KELENGKAPAN %}? OUTPUT
{1 Kepala Dinas memerintahkan Sckretanis | Blanko Nota Dinas 5 Menit Nota Dinas
| Untuk melakukan pengumpulan data kinenja el bt
| 2 | Sckretaris memberikan arahan kepada Nota Dinas 60 Menit Soft file formulir
i | Fungsional Perencana untuk melaksanakan > - Pengumpulan Data
| kegiatan penginputan data kinerja ' Kinerja dalam bentuk
| | Spreadsheet
3 | Fungsional Perencana Menyiapkan formulir | Soft File Formulir 120 Menit Soft file formulir
pada Microsoft Office Excel dan | Pengumpulan Data Pengumpulan Data
Menyvimpan pada Google Drive Kinerja dalam bentuk Kinerja dalam bentuk
spreadsheet Spreadsheet
4 | Formulir pengumpulan data capaian kinerja Soft File Formulir 20 Menit Bukti pengiriman link
didistribusikan kepada Sekretanat dan X Pengumpulan Data file spreadheet
bidang dalam bentuk file spreadsheet ﬁ & Kinerja dalam bentuk
\ | spreadsheet
5 | Sekretariat dan bidang dengan dibantu staf A h 4 Soft File Formulir 3 Hari File Excel pengumpulan
| mengisi formulir pengumpulan data capaian v Pengumpulan Data’ data capatan kinerja yang
! kinerja selanjutnya fungsional Perencana - Kinerja dalam bentuk sudah diisi
| mengambil data soft file vang telah diisi i spreadsheet
6 | Fungsional Perencana merekap data capaian ' Soft file pengumpulan | 120 Menit Rekapitulasi hasil
| kinerja * >eh data capaian kinerja pengumpulan data
| - | yang sudah diisi kinerja
i 7 | Fungsional Perencana melaporkan hasil | Rekapitulasi hasil 30 Menit Draft Laporan hasil
| i rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris [ | pengumpulan data pengumpulan data
| | i kinerja kinerja
8 | Sekretaris melaporkan hasil pengumpulan TIDAK Draft Laporan hasil 90 Menit Laporan Hasil
’ | data kinerja, apabila setuju dan digunakan pengumpulan data Pengumpulan Data
i | sebagai bahan untuk penyusunan Laporan YA kinerja Kinerja
! | Kinerja, Jika tidak maka dikembalikan
i untuk dilengkapi sesuai arahan.
9 | Sekretaris melaporkan hasil pengumpulan ; Laporan hasil 30 Menit | Disposisi Kepala Dinas
i | data kinerja kepada kepala Dinas —<, ) pengumpulan data
i ! kinerja, Lembar
! : Disposisi
10 | Pengarsipan Kinerja N S Y ST Arsip Hasil
| i A pengumpulan Data -
| Kinerja i




